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SALINAN

BUPATI TOBA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR a5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

L.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana
Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala
Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Dacrah ditetapkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba tentang
Penctapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daecrah Tingkat Il Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3794);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permncrintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6474);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian  dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengeclolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini,
1.

AWN

15. Peraturan Menter Dala

m Negeri Nomor 81 Tahun 202
Pedoman Penyusunan Rencan

2023 (Berita Negara Republik 1

2 tentang
a Kerja Pemerintah Daerah Tahun
ndonesia Tahun 2022 Nomor);

16. Keputusan Menteri Dalam Neger

17.

18.

19.

20.

21

22,

. Peraturan Daerah Kabup

PERATURAN BUPATI TENTAN
PERANGKAT DAERAH DI LING

lentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,
Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utar,

a Nomor 6 Tahun 2021
lentang Perubahan atas Peraturan Dae

rah Provinsi Sumatera

19 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019 - 2023 (Berita Daerah Provins; Sumatera Utara
Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Sumater
tentang Rencana Kerja Pe
Utara Tahun 2022;

a Utara Nomor 12 Tahun 2021
merintah Daerah Provins;j Sumatera

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Seri E Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016
tentang  Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba
Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 lentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016
lentang  Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba

Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor
9);

Rencana Pemban

Toba Tahun 2021-202 Kabupaten Toba
Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 20

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

G PENETAPAN RENCANA KERJA

KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TOBA TAHUN 2023.

Daerah adalah

Pemerintah Daerah adalah

Bupati adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yan
lembaga perwakilan rakyat

Penyelenggara

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

yang dimaksud dengan:
Kabupaten Toba,

Pemerintah Kabupaten Toba.
Bupati Toba.

B selanjutnya disingkat DPRD adalah

daerah yang berkedudukan sebagai unsur
Pemerintahan Daerah,
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10.

1.1.

12.

(1)
(2)

(1)

(2)

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD ada]
Daerah dan DPRD dalam pPenyelenggaraan Urusan
kewenangan Daerah,

Pemangku kepentingan adalah pihak-pih:
mendapatkan  manfaat
pembangunan daerah.

Pembangunan Daerah ad
daya yang dimiliki dae
masyarakat, ke
kualitas pela
pemerintaha
Perencana

ah unsur pembantu Kepala
Pemerintahan yang menjadi

atau  dampak darj

alah usaha yang sistematik
rah untuk
Sempatan Kerja,
yanan publik dan
N yang menjadi kewen
an pembangunan daer
tindakan masa depan, me
Pemangku kepentingan, g
ada dalam jangka waktu
Rencana Kerja Peran
Daerah adal
tahun.
Kebijakan adalah arah
mencapai tujuan.
Program adalah penj

untuk pemanfaatan sumber
peningkatan dan pemerataan pendapatan
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan

daya saing daerah sesuai dengan urusan
angannya.

ah adalah suatu proses untuk menentukan
lalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure

una pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
tertentu di daerah.

gkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
ah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)

/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk

abaran kebijakan perangkat daerah dalam berntuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Musyawarah  perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat

Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB 11
RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program

dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk

periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari
2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB 1II
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3
Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah:
Babl Pendahuluan;
Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun laly;
Bab Il Tujuan dan sasaran perangkat daerah;

Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
BabV Penutup

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan

dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5
Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan
langsung oleh perangkat daerah; dan

b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan
menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:

1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun Renja Perangkat Daerah,

2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda Kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan
SIPD.
b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

2. Verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah.

d. perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman
program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program,
kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang
RKPD.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai

berikut:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Inspektorat Daerah
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Dinas-Dinas:

1.
.4

[d ) B S %

i

9.

Dinas Pengendalian Penduduk

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Sosial;

dan Keluarga Berencana:

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Dinas Kesehatan;

11.
12,
13.
14.

15.

16.

17
18

Dinas Pertanian;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Dinas Perhubungan;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan
Anak;

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

. Satuan Polisi Pamong Praja.

Badan-Badan;

. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

ccamatan:

Kecamatan Ajibata;
Kecamatan Balige;
Kecamatan Bonatua Lunasi;
Kecamatan Borbor;
Kecamatan Habinsaran;
Kecamatan Laguboti;
Kecamatan Lumban Julu;
Kecamatan Parmaksian;
Kecamatan Porsea;

. Kecamatan Siantar Narumonda;
. Kecamatan Sigumpar;

. Kecamatan Silaen;

. Kecamatan Tampahan;

. Kecamatan Uluan;

. Kecamatan Nassau;

. Kecamatan Pintu Pohan Meranti,
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BAB V1i
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati inj mulai berlaku pad

A tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,

" memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal (§ JuLt 2022

BUPATI TOBA,

Cap/Dto.

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal \§ Julu 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto.

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2022 NOMOR 2§

Dipindai dengan CamScanner
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BAB |
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan Yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah
maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan
PemerintahNomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya
diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui
dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahanan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menjelaskan  langkah-langkah ~ dalam  penyusunan  produk
perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat
Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan
Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS)
serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

Perangkat Daerah).



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba
Samosir dengan Tipe B. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
dimaksud adalah Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten
Toba Tahun 2022 Nomor 4).

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Toba Tahun
2021-2026 ialah “TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL
DAN BERSINAR”. Berdasarkan Visi Kabupaten Toba tersebut
kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kabupaten Toba Tahun 2021 -
2026, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata.

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan
Andal.

3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera

4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau

5. Pariwisata Berkat dan Meriah

6. Membangun Iman yang terpelihara

7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Toba Tahun
2021 - 2026 di atas, penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan
yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba terkait
dengan misi ke dua yaitu Membangun Sumber Daya Manusia (SDM)
yang Unggul dan Andal dan penanaman modal terkait dengan misi ke

tujuh yaitu Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.



Dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya
wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik
investasi dan menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Toba guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengandung arti
bahwa Pemeritah Kabupaten Toba akan memanfaatkan segala yang
ada dimiliki baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
sumber daya lainnya untuk menggerakkan pembangunan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melalui penyusunan Rencana Kerja ini dapat mewujudkan
program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.

Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD
dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan Ilangsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Mandailing Natal ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia nomor 4279);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor : 4355);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangungan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Penanaman Modal Nasional;

.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten
Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Rl Tahun
2020 Nomor 59, tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6474);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Keputusan
Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kilasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Toba
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samoisr
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba
Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun
2021-2026;

Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023.



1.3.Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk
memberikan arahan, landasan yang kuat dan jelas dan sebagai
alat kendali dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Toba adalah untuk menciptakan Sinkronisasi,

Sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah secara tahunan.
1.4. Sistematika Penulisan
Bab | : Pendahuluan

Berisikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

dan sistematika penyusunan.
Bab Il : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.

Berisikan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal
RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.
Bab lll : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan

Sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan.

Bab IV  : Rencana Kerja Program dan Pendanaan Perangkat

Daerah.
Berisikan Program dan Kegiatan, Pendanaan Indikatif.

BabV : Penutup



BAB I

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.

+ Gambaran Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021

Untuk pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp.2.796.806.244,- dan terealisasi sebesar Rp.
2.452.861.008,- yaitu untuk membiayai Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan
Program Hubungan Industrial. Adapun target kinerja yang
direncanakan dalam renstra maupun renja tahun 2021 dapat
dikatakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba telah mencapai target
untuk kegiatan yang tetap dianggarkan. Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Unit Kompetensi ditargetkan 60 orang, realisasi 60 orang,
Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pengelolaan Informasi
Pasar Kerja ditargetkan 12 bulan, Dinas Tenaga Kerja telah
merealisasikan Jumlah penduduk usia angkatan kerja yang akiif
bekerja 101.754 orang (88,09%), Tingkat partisipasi angkatan kerja
80,32 % (88,75), Tingkat pengangguran terbuka 1,76% (107,37),
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 145 orang (145%) dan
Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota ditargetkan 2
kasus Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
(PB) 3 kasus (150%).



Untuk pembangunan di bidang penanaman modal pada tahun 2021 telah
dialokasikan anggaran  sebesar Rp.3.234.826.785,- dan terealisasi
sebesar Rp.2.797.556.521,- yaitu untuk membiayai Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelayanan
Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal.

Adapun target kinerja yang direncanakan dalam renstra maupun renja
tahun 2021 dapat dikatakan DPMPPTSP Kabupaten Toba telah
mencapai target untuk kegiatan yang tetap dianggarkan. DPMPPTSP
mengeluarkan atau penerbitan izin 148 IMB, 90 Surat Izin Usaha
Perdagangan, 25 Izin Usaha Mikro kecil, 192 Nomor Induk Berusaha, 5
Izin Usaha jasa Konstruksi Nasional, 303 Izin pelayanan Kesehatan, 26
Izin Pelayanan Pendidikan, 6 lzin Trayek, 1 Izin Operasional
Pengelolaan Limbah B3, 33 Izin Pemasangan Reklame, 4 Izin Usaha
Industri, 5 Tanda Daftar Usaha Pariwisata, 195 Izin Lokasi, 3 Tanda

Daftar Gudang, 1 Rekomendasi Tata Ruang.

» Gambaran Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (tahun

berjalan)

Untuk pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp.5.592.048.146,- (Lima milyar lima ratus Sembilan
puluh dua juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam
rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.488.778.095,- (Empat
ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan
sembilan puluh lima rupiah),- yaitu untuk membiayai Program Pelatihan
Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga
Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Promosi Penanaman
Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi Penanaman Modal.



Pelaksanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022

direncanakan akan membawa gambaran hasil sebagai berikut :

1.
2.

8.

Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme
layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang
layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar
peserta BPJS ketenagakerjaan).

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).

Persentase penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang
sesuai dengan SOP.

Jumlah Badan Usaha Yang Dikendalikan.

Jumlah aplikasi yang terintegrasi.

Penunjang Kinerja Perangkat Daerah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dapat dilihat pada tabel T.C. 29 berikut ini :
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Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Target Capaian Program,

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

2022

Pemerintah Daerah dan (Outcomes), Kegiatan Satuan Kegiatan, Sub Kegiatan :
Kode Program/Kegiatan/Sub (Output), Sub Kegiatan Indikator (Renstra) Perangkat Daerah Kelgl:galgeléieggan,
Kegiatan (Output) pada Akhir Periode sampai dengan o ) Realisasi Capaian Tingkat
Tahun 2021 Target Renja Perangkat Realisasi Renja Tingkat Program dan Capaian
Daerah Tahun 2022 Per_la_mgkat Daerah Realisasi (%) Kegiatan _s/d Realisasi
ahun 2022 Tahun Berjalan Target Renstra
2022 (%)
5 6 7 8 9=(8/7) 10 = (6+8) 11 = (10/5)
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 07 02 PROGRAM Persentase kegiatan yang persen 75 235,000,000 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
PERENCANAAN TENAGA | dilaksanakan yang
KERJA mengacu ke Rencana
Tenaga Kerja
2 07 02 01 Penyusunan Rencana Rencana Tenaga Kerja Dokumen 3 235,000,000 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Tenaga Kerja (RTK) (RTK)
2 07 03 PROGRAM PELATIHAN Persentase tenaga kerja persen 5,53 4,963,101,500 1.38 790,220,300 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
KERJA DAN yang bersertifikat
PRODUKTIVITAS kompetensi
TENAGA KERJA
2 07 03 01 Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan berdasarkan Kegiatan 16 4,833,101,500 3 790,220,300 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
berdasarkan Unit unit kompetensi
Kompetensi
2 07 03 02 Pembinaan Lembaga Pembinaan Lembaga lembaga 34 130,000,000 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Swasta
2 07 04 PROGRAM Persentase tenaga kerja persen 100 512,303,750 70 50,000,000 23 0 33% 0% 23 0 23% 0%
PENEMPATAN TENAGA yang ditempatkan melalui
KERJA mekanisme layanan antar
kerja dalam wilayah
Kabupaten/Kota
2 07 04 01 | Pelayanan Antar Kerja di Lowongan kerja yang Perusaha 18 150,000,000 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Daerah Kabupaten/Kota tersedia di an
Kabupaten/kota




07 04 03 Pengelolaan Informasi Pengelolaan Pasar bulan 72 209,303,750 12 30,000,000 0% 0% 0% 0%
Pasar Kerja Kerja
07 | 04 04 | Perlindungan PMI (Pra dan Calon Pekerja Migran orang 20 40,000,000 0 0 0% 0% 0% 0%
Purna Penempatan) di Indonesia (CPMI) /
Daerah Kabupaten/Kota Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) yang
mendapatkan fasilitasi
kepulangan
07 | 04 05 | Penerbitan Perpanjangan I1zin IMTA perusaha 25 113,000,000 5 20,000,000 0% 0% 0% 0%
IMTA yang Lokasi Kerja an
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
07 05 PROGRAM HUBUNGAN Persentase persen 47 748,009,610 24 0% 0% 0% 0%
INDUSTRIAL Perusahaan yang 122,205,610
menerapkan tata
kelola kerja yang
layak (PP/PKB,LKS
Bipartit, Struktur
Skala Upah, dan
terdaftar peserta
BPJS
ketenagakerjaan)
07 | 05 01 | Pengesahan Peraturan Persentase persen 100 40,000,000 100 0% 0% 0% 0%
Perusahaan dan perusahaan yang telah 122,205,610
Perdaftaran Perjanjian Kerja | memiliki Peraturan
Bersama untuk Perusahaan Perusahaan (PP) dan
yang hanya Beropersai Perjanjian Kerja
dalam 1 (satu) Daerah Bersama (PKB)
Kabupaten/Kota
07 | 05 02 | Pencegahan dan Persentase persen 100 708,009,610 0 0 0% 0% 0% 0%
Penyelesaian Perselisihan perselisihan hubungan
Hubungan Industrial, Mogok | industrial yang
Kerja dan Penutupan diselesaikan melalui
Perusahaan di Daerah Perjanjian Bersama
Kabupaten/Kota
18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
18 | 02 PROGRAM Persentase persen 5 817,164,750 1 0% 0% 0% 0%
PENGEMBANGAN IKLIM Peningkatan Investasi 259,993,000

PENANAMAN MODAL




18 02 01 Penetapan Pemberian Perda Mengenai Dokumen 5 339,296,750 0 0 0% 0% 0% 0%
Fasilitasi/Insentif Dibidang Penetapan Pemberian
Penanaman Modal yang Fasilitasi/Insentif di
menjadi Kewenangan Bidang Penanaman
Daerah Kabupaten/Kota Modal
18 02 02 Pembuatan Peta Potensi Banyaknya daerah daerah 6 477,868,000 1 0% 0% 0% 0%
Investasi Kabupaten/Kota berpotensi potensi 259,993,000
18 | 03 PROGRAM PROMOSI Jumlah Investor investor 289 283,800,000 1 70,950,000 0% 0% 0% 0%
PENANAMAN MODAL Berskala Nasional
(PMDN/PMA)
18 03 01 Penyelenggaraan Promosi Terjadwalnya Jadwal 4 283,800,000 1 70,950,000 0% 0% 0% 0%
Penanaman Modal yang pelaksanaan Pameran Pelaksan
menjadi Kewenangan Potensi Investasi aan dan
Daerah Kabupaten/Kota Pelaskan
aan
Pameara
n
18 | 04 PROGRAM PELAYANAN Persentase persen 100 477,424,304 100 89,522,750 0% 0% 0% 0%
PENANAMAN MODAL Penyelesaian
Perizinan dan Non
Perizinan yang sesuai
dengan SOP
18 | 04 01 | Pelayanan Perizinan dan Jumlah perizinan dan dokumen 8114 477,424,304 1345 89,522,750 0% 0% 0% 0%
Non Perizinan secara non perizinan
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
18 | 05 PROGRAM Jumlah Badan Usaha Badan 126 658,448,690 16 0% 0% 0% 0%
PENGENDALIAN Yang Dikendalikan Usaha 107,752,158
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
18 | 05 01 Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Badan Usaha Badan 35 658,448,690 16 0% 0% 0% 0%
Penanaman Modal yang Yang Dikendalikan Usaha 107,752,158
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
18 | 06 PROGRAM Jumlah aplikasi yang aplikasi 4 284,895,500 1 76,200,000 0% 0% 0% 0%

PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

tertangani




18 06 01 Pengelolaan Data dan Jumlah database yang database 4 284,895,500 1 76,200,000 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Informasi Perizinan dan Non | terintegrasi
Perizinan yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
18 01 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Kinerja persen 100 27,911,092,963 100 4 4% 9% 4 | 488,778,0 4% 2%
URUSAN PEMERINTAHAN | penunjang urusan 5,580,751,828 488,778,0 95
DAERAH pemerintah daerah 95
KABUPATEN/KOTA
18 01 01 Perencanaan, Persentase Capaian persen 100 253,105,103 100 47,220,000 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Penganggaran, dan Kinerja Perangkat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Daerah
18 01 02 Administrasi Keuangan Cakupan Layanan persen 100 20,419,217,029 100 4,066,580,296 25 0% 0% 25 | 488,778,0 25% 2%
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 488,778,0 95
Daerah 95
18 | 01 05 Administrasi Kepegawaian Cakupan Layanan persen 100 287,625,000 100 80,000,000 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaian
18 | 01 06 | Administrasi Umum Cakupan Layanan persen 100 3,938,898,244 100 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Perangkat Daerah Administrasi Umum 765,955,068
18 | 01 07 | Pengadaan Barang Milik Cakupan Peralatan dan persen 100 115,980,000 100 50,000,000 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Daerah Penunjang Urusan Perlengkapan
Pemerintah Daerah Pendukung Kinerja
Aparatur
18 | 01 08 Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Kinerja persen 100 1,575,546,467 100 306,822,240 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Penunjang Urusan Aparatur
Pemerintahan Daerah
18 | 01 09 Pemeliharaan Barang Milik Barang Milik Daerah persen 100 1,320,721,120 100 264,174,224 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara
Pemerintahan Daerah
JUMLAH 36,891,241,067 488,778,095 488,778,005 3% | 0.2%

7,147,595,646




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

1. Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Untuk mengatasi pengangguran antara lain :

a. Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja AKAN (Antar Kerja
Antar  Negara), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar
Kerja Lokal) dioptimalkan

b. Perusahaan di Kabupaten Toba dalam perekrutan tenaga kerja
harus kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba
khususnya bidang pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
yaitu menginformasikan lowongan pekerjaan dan spesifikasi tenaga
kerja yang dibutuhkan.

c. Penyebarluasan informasi pasar kerja dalam negeri dan luar negeri
akan terlaksana dengan baik.

Dalam bidang ini juga melaksanakan kegiatan Pelatihan Institusional dan

Pelatihan Non Institusional. Kegiatan Pelatihan Institusional yaitu

pelatihan menjahit, salon, tata boga, montir sepeda motor, komputer

adalah salah satu upaya untuk menanggulangi naiknya angka
pengangguran.

Karena dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat Toba dengan

keterampilan yang didapat akan dapat menghidupi dirinya sendiri

maupun keluarganya dengan membuat suatu usaha sesuai dengan
keterampilan yang dimiliki dan pelatihan ini dilaksanakan didalam Balai

Latihan Kerja dengan jumlah jam pembelajaran minimal 240 jam

pelajaran / kegiatan.

Kegiatan Pelatihan Non Institusional yaitu pelatihan menjahit, salon,

sovenir dan tataboga adalah salah satu upaya untuk menanggulangi

naiknya angka pengangguran, karena dengan kegiatan ini diharapkan
masyarakat Toba dengan keterampilan yang didapat akan dapat
menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya dengan membuat suatu
usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan pelatihan ini
dilaksanakan diluar Balai Latihan Kerja dengan jumlah jam pembelajaran

maxsimal 240 jam pelajaran / kegiatan.
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2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kondisi umum Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja pada masa kini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Minimnya Persentase jumlah perusahaan di Kabupaten perusahaan
yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan
Dinas Tenaga Kerja;

b.  Minimnya tenaga ahli bidang ketenagakerjaan untuk menyelesaikan
perselisihan;

c. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Toba belum
seluruhnya memiliki LKS Bipartit.

d.  Akses terhadap data dan informasi ketenagakerjaan belum optimal.

3. Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dimana
perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai
dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat
risiko kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu, DPMPTSPTK diharapkan
bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha
terkait sistem pengurusan perizinan berusaha ini karena masih tergolong
baru.

4. Bidang Penanaman Modal
Berhubung dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional, maka DPMPTSPTK tahun depan
diharapkan bisa membuat sebuah peta potensi, peraturan daerah tentang
rencana umum penanaman modal dan juga giat dalam melakukan
promosi potensi wisata kepada calon investor dan bisa membuat
proposal ready to offer kepada para pengusaha untuk meningkatkan
realisasi investasi yang pada tahun 2022 berada di sekitar 1.975 Triliun

rupiah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba

sesuai format tabel T-C.30 sebagai berikut :
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2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Toba sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor
eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran,
sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana
penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi
dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di
Kabupaten Toba.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan
yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan
kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang
dan ancaman.

Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan
diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal
terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar,
maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap
jajarannnya untuk secara intensif memantau dan mengikuti
perubahan di lingkungan yang terjadi.

Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap
perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan
demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan akan tetap eksis
dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara optimal di Kabupaten
Toba.

Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan
menggunakan metode “ Analisis SWOT ” ( Strenghts, Weakness,

Opportunities, Threats ). Analisis SWOT ini secara efektif sangat



membantu dengan melakukan analisa lingkungan internal dan
eksternal. Adapun empat unsur strenghts, weakness, oppurtunities,
threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan dapat diidentifikasi sebagai berikut :



1.

Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu
yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh
terhadap kegiatan organisasi.

Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional
yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen,
sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan
serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh dinas. Faktor
internal akan memberikan  kekuatan ( sthrenghts) dan
kelemahan (weakness) pada organisasi. Adapun hasil identifikasi
faktor internal di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba adalah sebagai
berikut:

a. Kekuatan ( Sthrenghts)

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik

2. Tersedianya tenaga atau personel yang memadai

3. Tersedianya Peraturan Perundang - undangan
bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

b. Kelemahan ( Weakness )

1. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan
sarana dan prasarana yang memadai.

2. Masih kurang profesionalnya personel organisasi

3. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional
(proses regenerasi belum berjalan

dengan baik

Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor — faktor di luar Organisasi yang secara
langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi
kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial

budaya, keamanan dan teknologi.
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Faktor eksternal inilah yang akan

memberikan “peluang” ( opportunities ) dan “tantangan”

(Threats). Adapun faktor eksternal Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten

Toba dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)

1.

Adanya dukungan politis dari Pemkab Toba dan
DPRD.

Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan program.

Dukungan lintas sektoral serta peranan aktif dunia
usaha.

Danau Toba yang menjadi Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional.

Adanya gerakan reformasi birokrasi dan
pengembangan pelayanan publik.

Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan

pelayanan.

b. Tantangan ( Threats )

1.
2.
3.

Tingginya angka pengangguran.
Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas.
Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga

kerja.

. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

mekanisme dan prosedur yang benar terhadap

pelayanan perijinan.

. Makin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntunan

terhadap pelayanan.

. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan para pengusaha

mikro kecil menengah.

. Makin berkembangnya dunia usaha.
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c. Issue Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut di

atas, maka dapat ditemukan issue — issue strategis

sebagai berikut :

1.

Perusahaan yang ada di Kabupaten Toba tidak
menginformasikan  lowongan pekerjaan pada
perusahaannya ke Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Toba.

Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia tidak mengikuti
sistem yang benar, masih banyak sekolah-sekolah
merekrut Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri
tanpa sepengetahuan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Toba.

Rendahnya kesadaran perusahaan dan karyawan
akan pentingnya PP dan PKB sehingga ketika
muncul permasalahan Perselisihan Industrial kedua
pihak akan mengalami kesulitan memahami hak dan
kewajiban masing-masing.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
keberadaan Balai Latihan Kerja dan manfaatnya
bagi masyarakat.

Masih adanya investor yang terlambat atau bahkan
tidak membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal
sehingga diperlukan adanya sosialisasi penting
LKPM bagi investor, perlu juga dibuat aturan yang
mengatur tentang pelaporan LKPM, perlu ada
sistem reward dan punishment untuk para

pengusaha yang membuat LKPM.
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2.4.

6. Belum semua layanan dilakukan secara elektronik
sehingga rekapitulasi data tidak bisa dilakukan
secara cepat dan akurat. Tindak lanjutnya adalah
dengan memasukkan semua layanan baik ke
aplikasi umum maupun aplikasi milik daerah.

7. Sarana dan prasaran belum cukup memadai di
lingkungan DPMPTSPTK, perlu dilakukan
inventarisasi atau pendataan ulang serta pengadaan
sarana dan prasarana.

8. Perlunya DPMPTSPTK mengembangkan sistem
pelayanan berbasis elektronik. Diperlukan banyak
inovasi yang sejalan dengan perkembangan

ekonomi digital saat ini.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu cara mereview terhadap rancangan awal RKPD
dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan. Berikut
adalah Hasil Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

sesuai dengan tabel. T-C.31. sebagai berikut :
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Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

KABUPATEN TOBA

_ SPM/Standar Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
No Indikator . IKK e
Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
persentase kegiatan yang
1 dilaksanakan yang mengacu ke 75.00% 0.00% 0.00 75% 75.00% 0.00%
Rencana Tenaga Kerja
Persentase tenaga kerja yang 0 0 0 0
2 bersertifikat kompetensi. 1.04% 1.38% 2.42% 3.45% 1.04% 0.00%
Persentase Tenaga kerja yang
3 ditempatkan mela_lw mekanisme 50% 70% 80% 90% 50% 23.00%
layanan antar kerja dalam
wilayah kabupaten.
Persentase Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja
yang layak (PP/PKB, LKS o o o o o
4 Bipartit, Struktur Skala Upah, 18% 24% 30% 35% 0.00%
dan terdaftar peserta BPJS
ketenagakerjaan)
persentase peningkatan o o o o
5 investasi 0% 1% 1% 1% 0% 0.00%
Jumlah investor berskala
6 | hasional (PMDN/PMA) 282 1 0 2 106 0.00
persentase Penyelesaian
7 Perizinan dan Non Perizinan 90% 100% 100% 100% 90% 0.00%
yang sesuai dengan SOP
g | JumlahBadanUsahayg 0 16 20 25 0 0.00
dikendalikan
9 Jumlah aplikasi yang terintegrasi 0 1 0 1 0 0.00
10 | Cakupan kinerja penunjang 100% 100% 100% | 100% 100% | 25.00%

urusan pemerintah daerah




Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Tabel T-C. 31

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat
No. an
indikati i Penti
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja cTa?Jra%Z; Pagu(gpd)lkatlf Progranlzlelétiag::;an/Sub Lokasi Indikator Kinerja CL%EZ; IE?;:;L(IQS? ﬁg
() @ @ @ 5) ®) @ ®) ©) (10) (12) (13)
URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN YANG TIDAK
DENGAN PELAYANAN DASAR BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN
BIDANG TENAGA KERJA PEMERINTAHAN
1,182,671,300 BIDANG TENAGA 1,182,671,300
KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA Kabupaten Persentase tenaga kerja 2.42% 975,220,300 PROGRAM PELATIHAN Persentase tenaga 2.42%
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA Toba yang bersertifikat KERJA DAN kerjayang 975,220,300
KERJA kompetensi PRODUKTIVITAS bersertifikat
TENAGA KERJA kompetensi
1 Pelaksanaan Pelatihan Kabupaten 950,220,300 | Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan 3 kegiatan
berdasarkan Unit Kompetensi Toba berdasarkan Unit berdasarkan Unit 950,220,300
Kompetensi Kompetensi
1.1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan Kabupaten Jumlah Tenaga Kerja yang 60 orang 500,220,300 | Proses Pelaksanaan Kab. Toba, Jumlah Tenaga Kerja 60 orang
dan Pelatihan Keterampilan bagi Toba Mendapat Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Semua yang Mendapat 500,220,300
Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Berbasis Kompetensi pada Keterampilan bagi Kecamatan, Pelatihan Berbasis
Kompetensi Tahunn Pencari Kerja Semua Kompetensi pada
Berdasarkan Klaster Kelurahan Tahunn
Kompetensi
1.2 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kabupaten Jumlah 2 lembaga 450,000,000 Koordinasi Lintas Kab. Toba, Jumlah 2 lembaga
Kerja Sama dengan Sektor Swasta Toba kesepakatan/Koordinasi Lembaga dan Kerja Semua kesepakatan/Koordinas 450,000,000
untuk Penyediaan Instruktur serta dalam rangka optimalisasi Sama dengan Sektor Kecamatan, i dalam rangka
Sarana dan Prasarana Lembaga kapasitas instruktur dan Swasta untuk Penyediaan | Semua optimalisasi kapasitas
Pelatihan Kerja peningkatan sarana dan Instruktur serta Sarana Kelurahan instruktur dan
prasarana pelatihan vokasi dan Prasarana Lembaga peningkatan sarana
dan produktivitas pada Pelatihan Kerja dan prasarana
tahun n pelatihan vokasi dan
produktivitas pada
tahun n
2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kabupaten 25,000,000 Pembinaan Lembaga Pembinaan Lembaga 7 Lembaga
Kerja Swasta Toba Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Swasta 25,000,000
1.1 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kabupaten Jumlah Lembaga Pelatihan 7 lembaga 25,000,000 Pembinaan Lembaga Kab. Toba, Jumlah Lembaga 7 lembaga
Kerja Swasta Toba Kerja Swasta Yang Dibina Pelatihan Kerja Swasta Semua Pelatihan Kerja Swasta 25,000,000
Kecamatan, Yang Dibina
Semua

Kelurahan




1] PROGRAM PENEMPATAN Kabupaten Persentase tenaga kerja 80% 51,000,000 PROGRAM Persentase tenaga 80%
TENAGA KERJA Toba yang ditempatkan melalui PENEMPATAN kerja yang 51,000,000
mekanisme layanan antar TENAGA KERJA ditempatkan melalui
kerja dalam wilayah mekanisme layanan
Kabupaten antar kerja dalam
wilayah Kabupaten
1 Pengelolaan Informasi Pasar Kabupaten 30,000,000 Pengelolaan Informasi Penempatan Tenaga 12 Bulan
Kerja Toba Pasar Kerja Kerja 30,000,000
1.1. | Pelayanan dan Penyediaan Kabupaten Jumlah pencari dan pemberi 100 orang 30,000,000 Pelayanan dan Kab. Toba, Jumlah pencari dan 100 orang
Informasi Pasar Kerja Online Toba kerja yang terdaftar dalam Penyediaan Informasi Semua pemberi kerja yang 30,000,000
pasar kerja melalui sistem Pasar Kerja Online Kecamatan, terdaftar dalam pasar
online (Karir Hub) Semua kerja melalui sistem
Kelurahan online (Karir Hub)
2 Penerbitan Perpanjangan IMTA Kabupaten 21,000,000 | Penerbitan 1zin IMTA 5
yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Toba Perpanjangan IMTA perusahaa 21,000,000
Daerah Kabupaten/Kota yang Lokasi Kerja n
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.1. | Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Retribusi PAD 5 perusahaan 21,000,000 Koordinasi dan Kab. Toba, Retribusi PAD 5
Perpanjangan IMTA yang Lokasi Toba Sinkronisasi Semua perusahaan | 21,000,000
Kerja dalam 1 (satu) Daerah Perpanjangan IMTA yang Kecamatan,
Kabupaten/Kota Lokasi Kerja dalam 1 Semua
(satu) Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota
1 PROGRAM HUBUNGAN Kabupaten Persentase Perusahaan 30% 156,451,000 | PROGRAM HUBUNGAN Persentase 30%
INDUSTRIAL Toba yang menerapkan Tata INDUSTRIAL Perusahaan yang 156,451,000
Kelola Kerja Yang Layak menerapkan Tata
(PP/PKB,LKS Bipartit, Kelola Kerja Yang
Struktur Skala Upah, dan Layak (PP/PKB,LKS
Terdaftar peserta BPJS Bipartit, Struktur
Ketenagakerjaan) Skala Upah, dan
Terdaftar peserta
BPJS
Ketenagakerjaan)
1 Pengesahan Peraturan Kabupaten 10,000,000 | Pengesahan Peraturan Persentase 0.22%
Perusahaan dan Pendaftaran Toba Perusahaan dan Perusahaan yang 10,000,000
Perjanjian Kerja Bersama untuk Pendaftaran Perjanjian telah Memiliki
Perusahaan yang hanya Kerja Bersama untuk Peraturan
beroperasi dalam 1 (satu) Derah Perusahaan yang hanya Perusahaan (PP) dan
Kabupaten/Kota beroperasi dalam 1 Perjanjian Kerja
(satu) Derah Bersama (PKB)
Kabupaten/Kota
1.1 | Pengesahan Peraturan Kabupaten Jumlah perusahaan yang 4 perusahaan 10,000,000 Pengesahan Peraturan Kab. Toba, Jumlah perusahaan 4
Perusahaan bagi perusahaan Toba melaksanakan pengesahan Perusahaan bagi Semua yang melaksanakan perusahaan | 10,000,000
peraturan perusahaan yang perusahaan Kecamatan, pengesahan peraturan
terkait dengan hubungan Semua perusahaan yang
industrial dan terdaftar di Kelurahan terkait dengan

WLKP Online

hubungan industrial
dan terdaftar di WLKP
Online




2 Pencegahan dan Penyelesaian Kabupaten 146,451,000 Pencegahan dan Persentase 100%
Perselisihan Hubungan Toba Penyelesaian Perselisihan 146,451,000
Industrial, Mogok Kerja dan Perselisihan Hubungan hubungan industrial
Penutupan Perusahaan di Industrial, Mogok Kerja yang diselesaikan
Daerah Kabupaten/Kota dan Penutupan melalui Perjanjian
Perusahaan di Daerah Kerja Bersama
Kabupaten/Kota
2.1. | Penyelesaian Perselisihan Kabupaten Jumlah perkara perselisihan 3 perkara 43,901,000 Penyelesaian Kab. Toba, Jumlah perkara 3 perkara
Hubungan Industrial, Mogok Kerja Toba yang terselesaikan Perselisihan Hubungan Semua perselisihan yang 43,901,000
dan Penutupan Perusahaan Yang Industrial, Mogok Kerja Kecamatan, terselesaikan
Berakibat/Berdampak pada dan Penutupan Semua
kepentingan di 1 (satu) Daerah Perusahaan Yang Kelurahan
Kabupaten/Kota Berakibat/Berdampak
pada kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.2. | Penyelenggaraan Verifikasi dan Kabupaten Jumlah asosiasi pengusaha | 1 Asosiasi dan 12,000,000 Penyelenggaraan Kab. Toba, Jumlah asosiasi 1 Asosiasi
Rekapitulasi Keanggotaan pada Toba dan Serikat Pekerja yang SP Verifikasi dan Semua pengusaha dan Serikat dan SP 12,000,000
Organisasi Pengusaha, Federasi diverivikasi Rekapitulasi Kecamatan, Pekerja yang
dan Konfederasi Serikat Keanggotaan pada Semua diverivikasi
Pekerja/Serikat Buruh serta Non Organisasi Pengusaha, Kelurahan
Afiliasi Federasi dan Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta Non Afiliasi
2.3. | Pelaksanaan Operasional Lembaga | Kabupaten Jumlah LKS Tripartit yang 1 lembaga 90,550,000 Pelaksanaan Operasional | Kab. Toba, Jumlah LKS Tripartit 1 lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah Toba dibina Lembaga Kerjasama Semua yang dibina 90,550,000
Kabupaten/Kota Tripartit Daerah Kecamatan,
Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN 6,020,424,881 | URUSAN
BIDANG PENANAMAN MODAL PEMERINTAHAN 6,020,424,881
BIDANG PENANAMAN
MODAL
Y PROGRAM PENUNJANG 100% 5,524,794,365 | PROGRAM Penunjang Kinerja 100%
URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG URUSAN Perangkat Daerah 5,524,794,365
DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 Perencanaan, Penganggaran, Kabupaten 49,581,000 | Perencanaan, Persentase Capaian 100%
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Toba Penganggaran, dan Kinerja Perangkat 49,581,000
Daerah Evaluasi Kinerja Daerah
Perangkat Daerah
11 Penyusunan Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen 10 Dokumen 22,575,000 | Penyusunan Dokumen Kab. Toba, Jumlah Dokumen 10
Perencanaan Perangkat Daerah Toba Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Semua Perencanaan Dokumen 22,575,000
daerah Daerah Kecamatan, Perangkat daerah
Semua

Kelurahan




1.2 Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten Jumlah Laporan capaian 7 laporan 27,006,000 | Koordinasi dan Kab. Toba, Jumlah Laporan 7 laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Toba kinerja dan ikhtisar realisasi Penyusunan Laporan Semua capaian kinerja dan 27,006,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan, ikhtisar realisasi kinerja
hasil koordinasi penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua SKPD dan Laporan
laporan capaian kinerja dan SKPD Kelurahan hasil koordinasi
ikhtisar realisasi kinerja penyusunan laporan
SKPD capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Administrasi Keuangan Kabupaten 4,072,231,107 | Administrasi Keuangan Cakupan Layanan 100%
Perangkat Daerah Toba Perangkat Daerah Administrasi 4,072,231,107
Keuangan Perangkat
Daerah
2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kabupaten Jumlah orang yang 39 4,072,231,107 | Penyediaan Gaji dan Kab. Toba, Jumlah orang yang 39
ASN Toba menerima gaji dan orang/bulan Tunjangan ASN Semua menerima gaji dan orang/bulan 4,072,231,107
tunjangan ASN Kecamatan, tunjangan ASN
Semua
Kelurahan
3 Administrasi Kepegawaian Kabupaten 50,000,000 | Administrasi Cakupan Layanan 100%
Perangkat Daerah Toba Kepegawaian Perangkat Administrasi 50,000,000
Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah
3.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Kabupaten Jumlah orang yang 3 orang 50,000,000 | Bimbingan Teknis Kab. Toba, Jumlah orang yang 3 orang
Peraturan Perundang-Undangan Toba mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Semua mengikuti Bimbingan 50,000,000
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan, Teknis Implementasi
Perundang-Undangan Semua Peraturan Perundang-
Kelurahan Undangan
4 Administrasi Umum Perangkat Kabupaten 781,985,794 | Administrasi Umum Cakupan Layanan 100%
Daerah Toba Perangkat Daerah Administrasi Umum 781,985,794
Perangkat Daerah
4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Kabupaten Jumlah paket komponen 10 Paket 30,998,845 | Penyediaan Komponen Kab. Toba, Jumlah paket 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Toba instalasi listrik/penerangan Instalasi Semua komponen instalasi 30,998,845
Kantor bangunan kantor yang Listrik/Penerangan Kecamatan, listrik/penerangan
disediakan Bangunan Kantor Semua bangunan kantor yang
Kelurahan disediakan
4.2 | Penyediaan Peralatan dan Kabupaten Jumlah Paket Peralatan dan 50 Paket 126,645,255 | Penyediaan Peralatan Kab. Toba, Jumlah Paket 4 Paket
Perlengkapan Kantor Toba Perlengkapan Kantor yang dan Perlengkapan Kantor | Semua Peralatan dan 126,645,255
disediakan Kecamatan, Perlengkapan Kantor
Semua yang disediakan
Kelurahan
4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Kabupaten Jumlah Paket Peralatan 17 Paket 43,990,144 | Penyediaan Peralatan Kab. Toba, Jumlah Paket 3 Paket
Tangga Toba Rumah Tangga yang Rumah Tangga Semua Peralatan Rumah 43,990,144
disediakan Kecamatan, Tangga yang
Semua disediakan
Kelurahan
4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Kabupaten Jumlah Paket Barang 17 Paket 40,000,000 | Penyediaan Barang Kab. Toba, Jumlah Paket Barang 2 Paket
Penggandaan Toba Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Semua Cetakan dan 40,000,000
yang disediakan Penggandaan Kecamatan, Penggandaan yang
Semua disediakan

Kelurahan




4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Kabupaten Jumlah Dokumen bahan 6 Dokumen 12,498,250 | Penyediaan Bahan Kab. Toba, Jumlah Dokumen 4 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Toba Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Semua bahan Bacaan dan 12,498,250
Perundang-Undangan yang Perundang-undangan Kecamatan, Peraturan Perundang-
disediakan Semua Undangan yang
Kelurahan disediakan
4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Kabupaten Jumlah Laporan 300 laporan 527,853,300 | Penyelenggaraan Rapat Kab. Toba, Jumlah Laporan 8 laporan
dan Konsultasi SKPD Toba penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi | Semua penyelenggaraan rapat 527,853,300
koordinasi dan konsultasi SKPD Kecamatan, koordinasi dan
SKPD Semua konsultasi SKPD
Kelurahan
5 Penyediaan Jasa Penunjang Kabupaten 306,822,240 | Penyediaan Jasa Cakupan Layanan 100%
Urusan Pemerintahan Daerah Toba Penunjang Urusan Penyediaan Jasa 306,822,240
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
5.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Kabupaten Jumlah Laporan penyediaan 4 laporan 44,998,240 | Penyediaan Jasa Kab. Toba, Jumlah Laporan 4 laporan
Sumber Daya Air dan Listrik Toba jasa komunikasi, sumber Komunikasi, Sumber Semua penyediaan jasa 44,998,240
daya air dan listrik yang Daya Air dan Listrik Kecamatan, komunikasi, sumber
disediakan Semua daya air dan listrik yang
Kelurahan disediakan
5.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Kabupaten Jumlah Laporan penyediaan 2 laporan 261,824,000 | Penyediaan Jasa Kab. Toba, Jumlah Laporan 2 laporan
Kantor Toba jasa pelayanan umum Pelayanan Umum Kantor Semua penyediaan jasa 261,824,000
kantor yang disediakan Kecamatan, pelayanan umum
Semua kantor yang disediakan
Kelurahan
6 Pemeliharaan Barang Milik Kabupaten 264,174,224 | Pemeliharaan Barang Cakupan Layanan 100%
Daerah Penunjang Urusan Toba Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang 264,174,224
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kabupaten Jumlah kendaraan 13 unit 183,443,728 | Penyediaan Jasa Kab. Toba, Jumlah kendaraan 13 unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Toba perorangan dinas atau Pemeliharaan, Biaya Semua perorangan dinas atau 183,443,728
Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Pemeliharaan dan Pajak Kecamatan, kendaraan dinas
Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Kendaraan Perorangan Semua jabatan yang dipelihara
dibayarkan pajaknya Dinas atau Kendaraan Kelurahan dan dibayarkan
Dinas Jabatan pajaknya
6.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kabupaten Jumlah peralatan dan mesin 5 unit 20,998,207 | Pemeliharaan Peralatan Kab. Toba, Jumlah peralatan dan 5 unit
Lainnya Toba lainnya yang dipelihara dan Mesin Lainnya Semua mesin lainnya yang 20,998,207
Kecamatan, dipelihara
Semua
Kelurahan
6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kabupaten Jumlah gedung kantor dan 3 unit 48,598,289 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Kab. Toba, Jumlah gedung kantor 2 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Toba bangunan lainnya yang Gedung Kantor dan Semua dan bangunan lainnya 48,598,289
dipelihara/direhabilitasi Bangunan Lainnya Kecamatan, yang
Semua dipelihara/direhabilitasi

Kelurahan




Pintu dibidang Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

6.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Kabupaten Jumlah sarana dan 3 unit 11,134,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Kab. Toba, Jumlah sarana dan 2 unit
dan Prasarana Gedung Kantor atau | Toba prasarana gedung kantor Sarana dan Prasarana Semua prasarana gedung 11,134,000
Bangunan Lainnya atau bangunan lainnya yang Gedung Kantor atau Kecamatan, kantor atau bangunan
dipelihara/direhabilitasi Bangunan Lainnya Semua lainnya yang
Kelurahan dipelihara/direhabilitasi
\% PROGRAM PENGEMBANGAN 292,493,000 | PROGRAM Persentase 1%
IKLIM PENANAMAN MODAL PENGEMBANGAN Peningkatan investasi 292,493,000
IKLIM PENANAMAN
MODAL
1 Penetapan Pemberian Kabupaten 239,993,000 | Penetapan Pemberian Perda Mengenai 2 dokumen
Fasilitas/Insentif dibidang Toba Fasilitas/Insentif Penetapan Pemberian 239,993,000
Penanaman Modal yang Menjadi dibidang Penanaman Fasilitas/Insentif di
Kewenangan Daerah Modal yang Menjadi Bidang Penanaman
Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Modal
Kabupaten/Kota
1.1 | Penetapan Kebijakan Daerah Kabupaten Jumlah Peraturan 1 dokumen 209,993,000 | Penetapan Kebijakan Kab. Toba, Jumlah Peraturan 1 dokumen
Mengenai Pemberian Toba Daerah/Provinsi dalam Daerah Mengenai Semua Daerah/Provinsi dalam 209,993,000
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan pemberian Fasilitas/Insentif Pemberian Kecamatan, pemberian
Penanaman Modal dan Kemudahan Fasilitas/Insentif dan Semua Fasilitas/Insentif dan
Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Kelurahan Kemudahan
Modal Penanaman Modal
1.2 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Kabupaten Jumlah Kegiatan Usaha dari 3 Kegiatan 30,000,000 | Evaluasi Pelaksanaan Kab. Toba, Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Toba Pelaku Usaha yang Usaha Pemberian Semua Usaha dari Pelaku Usaha 30,000,000
Penanaman Modal Memperoleh Insentif dan Fasilitas/Insentif dan Kecamatan, Usaha yang
Kemudahan Berusaha di Kemudahan Penanaman Semua Memperoleh Insentif
Daerah Modal Kelurahan dan Kemudahan
Berusaha di Daerah
2 Pembuatan Peta Potensi Kabupaten 52,500,000 | Pembuatan Peta Banyaknya daerah 1 daerah
Investasi Kabupaten/Kota Toba Potensi Investasi berpotensi potensi 52,500,000
Kabupaten/Kota
2.1 | Penyediaan Peta Potensi dan Kabupaten Jumlah Peta Potensi 1 dokumen 52,500,000 | Penyediaan Peta Potensi Kab. Toba, Jumlah Peta Potensi 1 dokumen
Peluang Usaha Kabupaten/Kota Toba Investasi dan Peluang dan Peluang Usaha Semua Investasi dan Peluang 52,500,000
Usaha Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan, Usaha Kabupaten/Kota
Semua
Kelurahan
\Y| PROGRAM PELAYANAN 89,997,750 | PROGRAM Persentase 100%
PENANAMAN MODAL PELAYANAN Penyelesaian 89,997,750
PENANAMAN MODAL Perizinan dan Non
Perizinan yang sesuai
dengan SOP
1 Pelayanan Perizinan dan Non Kabupaten 89,997,750 | Pelayanan Perizinan Jumlah Perizinan dan 1350
Perizinan secara Terpadu Satu Toba dan Non Perizinan Non Perizinan dokumen 89,997,750




1.1 | Pemantauan Pemenuhan Kabupaten Jumlah Kegiatan Usaha dari 300 Kegiatan 80,022,750 | Pemantauan Pemenuhan Kab. Toba, Jumlah Kegiatan 300
Komitmen Perizinan dan Non Toba Pelaku Usaha yang Usaha Komitmen Perizinan dan Semua Usaha dari Pelaku Kegiatan 80,022,750
Perizinan Penanaman Modal Mendapat Pemantauan Non Perizinan Kecamatan, Usaha yang Mendapat Usaha
Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal Semua Pemantauan
Perizinan Berusaha dan Kelurahan Pemenuhan Komitmen
Non Perizinan Penanaman Perizinan Berusaha
Modal dan Non Perizinan
Penanaman Modal
1.2 | Penyediaan Layanan Konsultasi Kabupaten Jumlah orang yang 10 orang 9,975,000 | Penyediaan Layanan Kab. Toba, Jumlah orang yang 10 orang
dan Pengelolaan Pengaduan Toba memperoleh layanan Konsultasi dan Semua memperoleh layanan 9,975,000
Masyarakat terhadap Pelayanan Konsultasi dan terkelolalnya Pengelolaan Pengaduan Kecamatan, Konsultasi dan
Terpadu Perizinan dan Non pengaduan masyarakat Masyarakat terhadap Semua terkelolalnya
Perizinan terhadap pelayanan terpadu Pelayanan Terpadu Kelurahan pengaduan masyarakat
perizinan dan non perizinan Perizinan dan Non terhadap pelayanan
Perizinan terpadu perizinan dan
non perizinan
Vil PROGRAM PENGENDALIAN 113,139,766 | PROGRAM Jumlah Badan Usaha 20 Badan
PELAKSANAAN PENANAMAN PENGENDALIAN yang dikendalikan Usaha 113,139,766
MODAL PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
1 Pengendalian Pelaksanaan Kabupaten 113,139,766 | Pengendalian Jumlah Badan Usaha 20 Badan
Penanaman Modal yang menjadi Toba Pelaksanaan yang dikendalikan Usaha 113,139,766
Kewenangan Daerah Penanaman Modal yang
Kabupaten/Kota menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Jumlah kegiatan usaha dari 12 Kegiatan 21,945,000 | Koordinasi dan Kab. Toba, Jumlah kegiatan usaha | 12 Kegiatan
Pemantauan Pelaksanaan Toba pelaku usaha yang Usaha Sinkronisasi Pemantauan Semua dari pelaku usaha yang Usaha 21,945,000
Penanaman Modal melakukan koordinasi dan Pelaksanaan Penanaman | Kecamatan, melakukan koordinasi
sinkronisasi pemantauan Modal Semua dan sinkronisasi
pelaksanaan penanaman Kelurahan pemantauan
modal pelaksanaan
penanaman modal
1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Jumlah Pelaku Usaha yang 14 Pelaku 57,699,766 | Koordinasi dan Kab. Toba, Jumlah Pelaku Usaha 14 Pelaku
Pembinaan Pelaksanaan Toba mendapatkan Pembinaan Usaha Sinkronisasi Pembinaan Semua yang mendapatkan Usaha 57,699,766
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Pelaksanaan Penanaman Kecamatan, Pembinaan
Modal Modal Semua Pelaksanaan
Kelurahan Penanaman Modal
1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Jumlah kegiatan usaha dari 14 Kegiatan 33,495,000 | Koordinasi dan Kab. Toba, Jumlah kegiatan usaha 14 Kegiatan
Pengawasan Pelaksanaan Toba pelaku usaha yang Usaha Sinkronisasi Pengawasan | Semua dari pelaku usaha yang Usaha 33,495,000
Penanaman Modal melakukan koordinasi dan Pelaksanaan Penanaman Kecamatan, melakukan koordinasi
sinkronisasi Pengawasan Modal Semua dan sinkronisasi
Kelurahan Pengawasan

TOTAL KESELURUHAN

7,203,096,181

TOTAL KESELURUHAN

7,203,096,181




2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Sesuai dengan kebijakan umum yakni meningkatnya
kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas
lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Toba dapat menampung usulan dari Kecamatan
jika ada diusulkan pada saat pelaksanaan forum Musyawarah
Rencana Pembangunan Kecamatan. Untuk tahun 2023 usulan
program dan kegiatan dari Kecamatan untuk Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Toba dapat disajikan pada Tabel T-C.32 sebagai
berikut :
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Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Toba

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba

No. | Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan




3.1.

BAB Il

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran

pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan

diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan

“‘Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung

pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai

Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing

Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan

“‘Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di

Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim

Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi

Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan

investasi akan dilaksanakan melalui:

1). Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar
sektor dan wilayabh;

2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain
pemberian  fasilitasi kepabeanan dan perpajakan,
penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan
investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan
mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah,
serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat
kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik;
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3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh
hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective
bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan,
peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja,
peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan
perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di
luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan
melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi
pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan
perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem
pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;

4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha;

5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN,
antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan

membuka pasar pada jaringan internasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3.2.1. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan  Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Toba adalah untuk
menciptakan atau merencanakan pelakasanaan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun.

3.2.2. Sasaran
Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur
dan berorientasi pada hasil (outcome) yakni yang ingin
dicapai/dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran yang
ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan bidang
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Ketenagakerjaan Kabupaten Toba sebagai berikut :
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a. Meningkatnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan.

b. Meningkatnya penyelesaian hubungan industrial

perusahaan dan tenaga kerja.
c. Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN/PMA.

d. Meningkatnya Kemudahan Berusaha.

3.3. Program dan Kegiatan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dalam

mengentaskan kemiskinan antara lain :

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan
pelatihan kepada masyarakat sebagai persiapan untuk
bersaing didunia kompetensi dalam menghadapi era
globalisasi.

2. Menginformasikan lowongan pekerjaan dan spesifikasi
tenaga kerja yang dibutuhkan baik Dalam Negeri maupun
Luar Negeri.

3. Meningkatnya perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan
pengusaha melalui pengaturan syarat kerja.

4. Meningkatkan  program, manfaat dan cakupan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

5. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait perizinan
dan non perizinan

6. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.
Dengan keterbatasan dana yang dimiliki Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Toba berupaya maksimal untuk meningkatkan

kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan.
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Program yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023
sebanyak 7 (tujuh) program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Toba.

Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Toba
Tahun 2023 terhadap penyusunan rumusan program dan
kegiatan Tahun 2023 ada ketidaksesuaian yaitu perubahan
target, hal ini disebabkan setelah ditetapkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun telah
dilakukan penyesuaian dalam penyusunan rumusan
program dan kegiatan Tahun 2023.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil

pengerjaan Tabel TC.33 yaitu sebagai berikut :
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Tabel T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PENYERAPAN MAJU TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana

. Indikator Kinerja Tahun 2024
Kode Pemerintah D_aerah dan Program/K egiatan/Sub Sqtuan Cata_tan
Program/Kegiatan/Sub Keai Indikator _ Target Kebutuhan Sumber | Penting Target Kebutuhan
Kegiatan egiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
() @ ® G) (5) (6) U (8) ©) (10) (11)
URUSAN PEMERINTAHAN
> WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2|07 BIDANG TENAGA KERJA 1,182,671,300 1,192,171,300
2 | 07| 03 PROGRAM PELATIHAN Persentase tenaga kerja Persen 2.42
KERJA DAN PRODUKTIVITAS yang bersertifikat 975,220,300 980,220,300
TENAGA KERJA kompetensi
2 | 07| 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan berdasarkan kegiatan 3
berdasarkan Unit Kompetensi Unit Kompetensi 950,220,300 950,220,300
2 | 07| 03 2.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan Jumlah Tenaga Kerja orang Kab. Toba, 60 Dana 2.42 persen
dan Pelatihan Keterampilan bagi yang Mendapat Pelatihan Semua 500,220,300 Transper 500,220,300
Pencari Kerja Berdasarkan Berbasis Kompetensi Kecamatan, Umum/Da
Klaster Kompetensi pada Tahun n Semua na Alokasi
Kelurahan Umum




07 | 03 2.01 | 02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Jumlah lembaga Kab. Toba, 2 Dana 2.42 persen
Kerja Sama dengan Sektor kesepakatan/Koordinasi Semua 450,000,000 Transper 450,000,000
Swasta untuk Penyediaan dalam rangka optimalisasi Kecamatan, Umum/Da
Instruktur serta Sarana dan kapasitas instruktur dan Semua na Alokasi
Prasarana Lembaga Pelatihan peningkatan sarana dan Kelurahan Umum
Kerja prasarana pelatihan
vokasi dan produktivitas
pada tahun n
07 | 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pembinaan Lembaga Lembaga 7
Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Swasta 25,000,000 30,000,000
07 | 03 2.02 | 01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Jumlah Lembaga lembaga | Kab. Toba, 7 Dana 2.42 persen
Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Semua 25,000,000 Transper 30,000,000
Yang Dibina Kecamatan, Umum/Da
Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
07 | 04 PROGRAM PENEMPATAN Persentase tenaga kerja Persen 80
TENAGA KERJA yang ditempatkan 51,000,000 55,500,000
melalui mekanisme
layanan antar kerja
dalam wilayah
Kabupaten
07 | 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Penempatan Tenaga Bulan 12
Kerja Kerja 30,000,000 31,500,000
07 | 04 2.03 | 02 Pelayanan dan Penyediaan Jumlah pencari dan orang Kab. Toba, 100 Dana 80 persen
Informasi Pasar Kerja Online pemberi kerja yang Semua 30,000,000 Transper 31,500,000
terdaftar dalam pasar Kecamatan, Umum/Da
kerja melalui sistem online Semua na Alokasi
(Karir Hub) Kelurahan Umum
07 | 04 2.05 Kegiatan Penerbitan 1zin IMTA perusaha 5
Perpanjangan IMTA yang an 21,000,000 24,000,000
Lokasi Kerja dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
07 | 04 2.05 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Retribusi PAD perusahaa | Kab. Toba, 5 Dana 80 persen
Sinkronisasi Perpanjangan IMTA n Semua 21,000,000 Transper 24,000,000
yang Lokasi Kerja dalam 1 Kecamatan, Umum/Da
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Semua na Alokasi
Kelurahan Umum




07 05 PROGRAM HUBUNGAN Persentase Perusahaan Persen 30
INDUSTRIAL yang menerapkan Tata 156,451,000 156,451,000
Kelola Kerja Yang Layak
(PP/PKB,LKS Bipartit,
Struktur Skala Upah, dan
Terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
07 | 05 2.01 Pengesahan Peraturan Persentase Perusahaan persen 0.22
Perusahaan dan Pendaftaran yang telah Memiliki 10,000,000 10,000,000
Perjanjian Kerja Bersama Peraturan Perusahaan
untuk Perusahaan yang hanya | (PP) dan Perjanjian Kerja
beroperasi dalam 1 (satu) Bersama (PKB)
Derah Kabupaten/Kota
07 | 05 2.01 | 01 | Pengesahan Peraturan Jumlah perusahaan yang perusahaa | Kab. Toba, 4 Dana 30 persen
Perusahaan bagi perusahaan melaksanakan n Semua 10,000,000 Transper 10,000,000
pengesahan peraturan Kecamatan, Umum/Da
perusahaan yang terkait Semua na Alokasi
dengan hubungan Kelurahan Umum
industrial dan terdaftar di
WLKP Online
07 | 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Persentase hubungan persen 100
Perselisihan Hubungan industrial yang 146,451,000 146,451,000
Industrial, Mogok Kerja dan diselesaikan melalui
Penutupan Perusahaan di Perjanjian Kerja
Daerah Kabupaten/Kota Bersama
07 | 05 2.02 | 02 Jumlah perkara perkara Kab. Toba, 3 Dana 30 persen
perselisihan yang Semua 43,901,000 Transper 43,901,000
Penyelesaian Perselisihan terselesaikan Kecamatan, Umum/Da
Hubungan Industrial, Mogok Semua na Alokasi
Kelurahan Umum

Kerja dan Penutupan
Perusahaan Yang
Berakibat/Berdampak pada
kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota




07 | 05 2.02 | 03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Jumlah asosiasi Asosiasi Kab. Toba, 1 Dana 30 persen
Rekapitulasi Keanggotaan pada pengusaha dan Serikat dan SP Semua 12,000,000 Transper 12,000,000
Organisasi Pengusaha, Federasi Pekerja yang diverivikasi Kecamatan, Umum/Da
dan Konfederasi Serikat Semua na Alokasi
Pekerja/Serikat Buruh serta Non Kelurahan Umum
Afiliasi
07 | 05 2.02 | 04 | Pelaksanaan Operasional Jumlah LKS Tripartit yang lembaga | Kab. Toba, 1 Dana 30 persen
Lembaga Kerjasama Tripartit dibina Semua 90,550,000 Transper 90,550,000
Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, Umum/Da
Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN 6,020,424,881 5,875,840,158
MODAL
18 | 01 PROGRAM PENUNJANG Penunjang Kinerja Persen 100
URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah 5,524,794,365 5,558,545,766
DAERAH KABUPATEN/KOTA
18 | 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, Persentase Capaian Persen 100
dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat 49,581,000 49,581,000
Perangkat Daerah Daerah
18| 01 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen dokumen Kab. Toba, 10 Dana 100 persen
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Semua 22,575,000 | Transper 22,575,000
daerah Kecamatan, Umum/Da
Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 01 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan capaian laporan Kab. Toba, 7 Dana 100 persen
Laporan Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar Semua 27,006,000 | Transper 27,006,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD dan Kecamatan, Umum/Da
Laporan hasil koordinasi Semua na Alokasi
penyusunan laporan Kelurahan Umum

capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD




18 | 01 2.02 Administrasi Keuangan Cakupan Layanan Persen 100
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 4,072,231,107 4,089,032,508
Perangkat Daerah
18 | 01 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah orang yang orang/bula | Kab. Toba, 39 Dana 100 persen
ASN menerima gaji dan n Semua 4,072,231,107 | Transper 4,089,032,508
tunjangan ASN Kecamatan, Umum/Da
Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Cakupan Layanan Persen 100
Perangkat Daerah Administrasi 50,000,000 50,000,000
Kepegawaian Perangkat
Daerah
18 | 01 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah orang yang orang Kab. Toba, 3 Dana 100 persen
Peraturan Perundang-Undangan mengikuti Bimbingan Semua 50,000,000 | Transper 50,000,000
Teknis Implementasi Kecamatan, Umum/Da
Peraturan Perundang- Semua na Alokasi
Undangan Kelurahan Umum
18 | 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Cakupan Layanan Persen 100
Daerah Administrasi Umum 781,985,794 796,985,794
Perangkat Daerah
18 | 01 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah paket komponen paket Kab. Toba, 1 Dana 100 persen
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/penerangan Semua 30,998,845 | Transper 30,998,845
Kantor bangunan kantor yang Kecamatan, Umum/Da
disediakan Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18| 01 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan paket Kab. Toba, 4 Dana 100 persen
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Semua 126,645,255 | Transper 141,645,255
yang disediakan Kecamatan, Umum/Da
Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 01 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan paket Kab. Toba, 3 Dana 100 persen
Tangga Rumah Tangga yang Semua 43,990,144 | Transper 43,990,144
disediakan Kecamatan, Umum/Da
Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 01 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang paket Kab. Toba, 2 Dana 100 persen
dan Penggandaan Cetakan dan Semua 40,000,000 | Transper 40,000,000
Penggandaan yang Kecamatan, Umum/Da
disediakan Semua na Alokasi
Kelurahan Umum




18 | 01 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen bahan dokumen | Kab. Toba, 4 Dana 100 persen
Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Semua 12,498,250 | Transper 12,498,250
Perundang-Undangan Kecamatan, Umum/Da
yang disediakan Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 01 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan laporan Kab. Toba, 8 Dana 100 persen
Koordinasi dan Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat Semua 527,853,300 | Transper 527,853,300
koordinasi dan konsultasi Kecamatan, Umum/Da
SKPD Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Cakupan Layanan Persen 100
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa 306,822,240 308,822,240
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
18 | 01 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan laporan Kab. Toba, 4 Dana 100 persen
Sumber Daya Air dan Listrik penyediaan jasa Semua 44,998,240 | Transper 46,998,240
komunikasi, sumber daya Kecamatan, Umum/Da
air dan listrik yang Semua na Alokasi
disediakan Kelurahan Umum
18 | 01 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan laporan Kab. Toba, 2 Dana 100 persen
Umum Kantor penyediaan jasa Semua 261,824,000 | Transper 261,824,000
pelayanan umum kantor Kecamatan, Umum/Da
yang disediakan Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Cakupan Layanan persen 100
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang 264,174,224 264,124,224
Pemerintahan Daerah Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
18| 01 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah kendaraan unit Kab. Toba, 13 Dana 100 persen
Biaya Pemeliharaan dan Pajak perorangan dinas atau Semua 183,443,728 | Transper 183,443,728
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas jabatan Kecamatan, Umum/Da
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Semua na Alokasi
dibayarkan pajaknya Kelurahan Umum
18 | 01 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan unit Kab. Toba, 5 Dana 100 persen
Mesin Lainnya mesin lainnya yang Semua 20,998,207 | Transper 20,948,207
dipelihara Kecamatan, Umum/Da
Semua na Alokasi
Kelurahan Umum




18 | 01 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor dan unit Kab. Toba, 2 Dana 100 persen
Gedung Kantor dan Bangunan bangunan lainnya yang Semua 48,598,289 | Transper 48,598,289
Lainnya dipelihara/direhabilitasi Kecamatan, Umum/Da
Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 01 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah sarana dan unit Kab. Toba, 2 Dana 100 persen
Sarana dan Prasarana Gedung prasarana gedung kantor Semua 11,134,000 | Transper 11,134,000
Kantor atau Bangunan Lainnya atau bangunan lainnya Kecamatan, Umum/Da
yang Semua na Alokasi
dipelihara/direhabilitasi Kelurahan Umum
18 | 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Peningkatan Persen 1
IKLIM PENANAMAN MODAL investasi 292,493,000 84,000,000
18 | 02 2.01 Penetapan Pemberian Perda Mengenai dokumen 2
Fasilitas/Insentif dibidang Penetapan Pemberian 239,993,000 31,500,000
Penanaman Modal yang Fasilitas/Insentif d
Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Penanaman
Kabupaten/Kota Modal
18 | 02 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Daerah Jumlah Peraturan dokumen Kab. Toba, 1 Dana 1 persen -
Mengenai Pemberian Daerah/Provinsi dalam Semua 209,993,000 | Transper
Fasilitas/Insentif dan pemberian Kecamatan, Umum/Da
Kemudahan Penanaman Modal Fasilitas/Insentif dan Semua na Alokasi
Kemudahan Penanaman Kelurahan Umum
Modal
18 | 02 2.01 | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Usaha kegiatan Kab. Toba, 3 Dana 1 persen
Pemberian Fasilitas/Insentif dan dari Pelaku Usaha yang usaha Semua 30,000,000 | Transper 31,500,000
Kemudahan Penanaman Modal Memperoleh Insentif dan Kecamatan, Umum/Da
Kemudahan Berusaha di Semua na Alokas
Daerah Kelurahan Umum
18 | 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Banyaknya daerah daerah 1
Investasi Kabupaten/Kota berpotensi potensi 52,500,000 52,500,000
18 | 02 2.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Peta Potensi dokumen | Kab. Toba, 1 Dana 1 persen
Peluang Usaha Kabupaten/Kota Investasi dan Peluang Semua 52,500,000 | Transper 52,500,000
Usaha Kabupaten/Kota Kecamatan, Umum/Da
Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 04 PROGRAM PELAYANAN Persentase persen 100 Dana
PENANAMAN MODAL Penyelesaian Perizinan 89,997,750 | Transper 94,497,638
dan Non Perizinan yang Umum/Da
sesuai dengan SOP na
Alokasi

Umum




18| 04 | 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Jumlah Perizinan dan dokumen 1350
Perizinan secara Terpadu Satu Non Perizinan 89,997,750 94,497,638
Pintu dibidang Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
18 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Jumlah Kegiatan Usaha kegiatan Kab. Toba, 300 Dana 100 persen
Komitmen Perizinan dan Non dari Pelaku Usaha yang usaha Semua 80,022,750 | Transper 84,023,888
Perizinan Penanaman Modal Mendapat Pemantauan Kecamatan, Umum/Da
Pemenuhan Komitmen Semua na Alokasi
Perizinan Berusaha dan Kelurahan Umum
Non Perizinan
Penanaman Modal
18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi Jumlah orang yang orang Kab. Toba, 10 Dana 100 persen
dan Pengelolaan Pengaduan memperoleh layanan Semua 9,975,000 | Transper 10,473,750
Masyarakat terhadap Pelayanan Konsultasi dan Kecamatan, Umum/Da
Terpadu Perizinan dan Non terkelolalnya pengaduan Semua na Alokasi
Perizinan masyarakat terhadap Kelurahan Umum
pelayanan terpadu
perizinan dan non
perizinan
18 | 05 PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah Badan Usaha Badan 20
PELAKSANAAN PENANAMAN yang dikendalikan Usaha 113,139,766 138,796,754
MODAL
18 | 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Badan Usaha Badan 20
Penanaman Modal yang yang dikendalikan Usaha 113,139,766 138,796,754
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
18 | 05 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan usaha Kegiatan Kab. Toba, 12 Dana 20 Badan
Pemantauan Pelaksanaan dari pelaku usaha yang Usaha Semua 21,945,000 | Transper Usaha 28,042,250
Penanaman Modal melakukan koordinasi dan Kecamatan, Umum/Da
sinkronisasi pemantauan Semua na Alokasi
pelaksanaan penanaman Kelurahan Umum

modal




18 | 05 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pelaku Usaha Pelaku Kab. Toba, 14 Dana 20 Badan
Pembinaan Pelaksanaan yang mendapatkan Usaha Semua 57,699,766 | Transper Usaha 65,584,754
Penanaman Modal Pembinaan Pelaksanaan Kecamatan, Umum/Da
Penanaman Modal Semua na Alokasi
Kelurahan Umum
18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan usaha kegiatan Kab. Toba, 14 Dana 20 Badan
Pengawasan Pelaksanaan dari pelaku usaha yang usaha Semua 33,495,000 | Transper Usaha 45,169,750
Penanaman Modal melakukan koordinasi dan Kecamatan, Umum/Da
sinkronisasi Pengawasan Semua na Alokasi
Kelurahan Umum

TOTAL

7,203,096,181

TOTAL

7,068,011,458




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja adalah yang memuat program, kegiatan dan indikator
kinerja. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat,
guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang
direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah
ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai
tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan
pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi
yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau
kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program Kkerja
operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Toba menetapkan
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023 ada 7
(tujuh) program dan 16 (enam belas) kegiatan serta Sub Kegiatan sebanyak

33 (tiga puluh tiga) yaitu terdiri dari :

l. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
1.1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster
Kompentesi.
1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama
dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

2.1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
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I Program Penempatan Tenaga Kerja.
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
1.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar
Kerja Online.

2. Kegiatan Penerbitan Perpajangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan
IMTA vyang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota.

[ll.  Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi
dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota.

1.1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi
perusahaan.

2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota.

2.1. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Mogok  Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota.

2.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi
Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama

Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.
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Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah.
1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah.
1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
3.1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan.
4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerabh.
5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik.
5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerabh.
6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan.
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6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya.

6.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

V. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

1.2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang

Usaha Kabupaten/Kota.

Program Pelayanan Penanaman Modal.
VI.
1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu
Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota.
1.1. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan
dan Non Perizinan Penanaman Modal.
1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan

dan Non Perizinan.
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VIl. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal.
1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal.
1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal.

4.2. Pendanaan Indikatif
Penjelasan tabulasi rencana program dan kegiatan memuat uraian

program dan kegiatan serta pendanaan berdasarkan hasil pengerjaan
pada tabel T-C.33A sebagai berikut :
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TABEL T-C. 33A
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Kode Pemerintahan Daerah dan Pm;rlta Sasaran Lokasi - - - InZ?I?:tif P“’;\‘Akgsa” Sumbe Pengr?D un Ii:miz
Program/Kegiatan/Sub Daerah Capaian Program Keluaran Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan J r Dana angg g
Kegiatan Daerah Tahun 2023 | Tahun 2024 gjawab tan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
(€] ) 3) (4) (5) (6) @) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
07 BIDANG TENAGA KERJA 1,182,671,300 1,192,171,300
07 03 PROGRAM PELATIHAN Persentase 2.42%
KERJA DAN PRODUKTIVITAS tenaga kerja 975,220,300 980,220,300
TENAGA KERJA yang
bersertifikat
kompetensi
07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan 3 kegiatan
berdasarkan Unit Kompetensi berdasarkan 950,220,300 950,220,300
Unit
Kompetensi
07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan Pemban Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Tenaga 60 orang Dana DPMPTSPTK Baru
dan Pelatihan Keterampilan bagi gunan Kualitas dan Semua Kerja yang 500,220,300 500,220,300 Transper
Pencari Kerja Berdasarkan SDM akses Kecamatan Mendapat Umum/D
Klaster Kompetensi Yang pendidikan , Semua Pelatihan ana
berkualit Kelurahan Berbasis Alokasi
as dan Kompetensi Umum
berdaya pada Tahun n
saing
07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Pemban Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah 2 Dana DPMPTSPTK Baru
Kerja Sama dengan Sektor gunan Kualitas dan Semua kesepakatan/Ko lembaga 450,000,000 450,000,000 Transper
Swasta untuk Penyediaan SDM akses Kecamatan ordinasi dalam Umum/D
Instruktur serta Sarana dan Yang pendidikan , Semua rangka ana
Prasarana Lembaga Pelatihan berkualit Kelurahan optimalisasi Alokasi
Kerja as dan kapasitas Umum
berdaya instruktur dan
saing peningkatan
sarana dan
prasarana
pelatihan vokasi
dan produktivitas
pada tahun n
07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta 25,000,000 30,000,000




07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Pemban Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah 7 Dana DPMPTSPTK Baru
Kerja Swasta gunan Kualitas dan Semua Lembaga lembaga 25,000,000 30,000,000 Transper
SDM akses Kecamatan Pelatihan Kerja Umum/D
Yang pendidikan , Semua Swasta Yang ana
berkualit Kelurahan Dibina Alokasi
as dan Umum
berdaya
saing
07 04 PROGRAM PENEMPATAN Persentase 80%
TENAGA KERJA tenaga kerja 51,000,000 55,500,000
yang
ditempatkan
melalui
mekanisme
layanan antar
kerja dalam
wilayah
Kabupaten
07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Penempatan 12 Bulan
Kerja Tenaga Kerja 30,000,000 31,500,000
07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Pemban Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah pencari 100 Dana DPMPTSPTK Baru
Informasi Pasar Kerja Online gunan Kualitas dan Semua dan pemberi orang 30,000,000 31,500,000 Transper
SDM akses Kecamatan kerja yang Umum/D
Yang pendidikan , Semua terdaftar dalam ana
berkualit Kelurahan pasar kerja Alokasi
as dan melalui sistem Umum
berdaya online (Karir
saing Hub)
07 04 2.05 Penerbitan Perpanjangan 1zin IMTA 5
IMTA yang Lokasi Kerja dalam perusahaa 21,000,000 24,000,000
1 (satu) Daerah n
Kabupaten/Kota
07 04 2.05 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemban Meningkatnya Kab. Toba, Retribusi PAD 5 Dana DPMPTSPTK Baru
Perpanjangan IMTA yang Lokasi gunan Kualitas dan Semua perusah 21,000,000 24,000,000 Transper
Kerja dalam 1 (satu) Daerah SDM akses Kecamatan aan Umum/D
Kabupaten/Kota Yang pendidikan , Semua ana
berkualit Kelurahan Alokasi
as dan Umum
berdaya
saing
07 05 PROGRAM HUBUNGAN Persentase 30%
INDUSTRIAL Perusahaan 156,451,000 156,451,000
yang
menerapkan
Tata Kelola
Kerja Yang
Layak
(PP/PKB,LKS
Bipartit,
Struktur
Skala Upah,

dan Terdaftar
peserta BPJS
Ketenagakerj
aan)




07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Persentase 0.22%
Perusahaan dan Pendaftaran Perusahaan 10,000,000 10,000,000
Perjanjian Kerja Bersama yang telah
untuk Perusahaan yang hanya Memiliki
beroperasi dalam 1 (satu) Peraturan
Derah Kabupaten/Kota Perusahaan
(PP) dan
Perjanjian
Kerja
Bersama
(PKB)
07 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Pemban Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah 4 Dana DPMPTSPTK Baru
Perusahaan bagi perusahaan gunan Kualitas dan Semua perusahaan perusah 10,000,000 10,000,000 Transper
SDM akses Kecamatan yang aan Umum/D
Yang pendidikan , Semua melaksanakan ana
berkualit Kelurahan pengesahan Alokasi
as dan peraturan Umum
berdaya perusahaan
saing yang terkait
dengan
hubungan
industrial dan
terdaftar di
WLKP Online
07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Kabupaten Persentase 100%
Perselisihan Hubungan Toba Perselisihan 146,451,000 146,451,000
Industrial, Mogok Kerja dan hubungan
Penutupan Perusahaan di industrial
Daerah Kabupaten/Kota yang
diselesaikan
melalui
Perjanjian
Kerja
Bersama
07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Pemban Kab. Toba, Jumlah perkara 3 Dana DPMPTSPTK Baru
Hubungan Industrial, Mogok gunan Semua perselisihan perkara 43,901,000 43,901,000 Transper
Kerja dan Penutupan SDM Kecamatan yang Umum/D
Perusahaan Yang Yang , Semua terselesaikan ana
Berakibat/Berdampak pada berkualit Kelurahan Alokasi
kepentingan di 1 (satu) Daerah as dan Umum
Kabupaten/Kota berdaya
saing
07 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Pemban Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah asosiasi 1 Dana DPMPTSPTK Baru
Rekapitulasi Keanggotaan pada gunan Kualitas dan Semua pengusaha dan Asosiasi 12,000,000 12,000,000 Transper
Organisasi Pengusaha, Federasi SDM akses Kecamatan Serikat Pekerja dan SP Umum/D
dan Konfederasi Serikat Yang pendidikan , Semua yang diverivikasi ana
Pekerja/Serikat Buruh serta Non berkualit Kelurahan Alokasi
Afiliasi as dan Umum
berdaya
saing
07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Pemban Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah LKS 1 Dana DPMPTSPTK Baru
Lembaga Kerjasama Tripartit gunan Kualitas dan Semua Tripartit yang lembaga 90,550,000 90,550,000 Transper
Daerah Kabupaten/Kota SDM akses Kecamatan dibina Umum/D
Yang pendidikan , Semua ana
berkualit Kelurahan Alokasi
as dan Umum
berdaya
saing
18 URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENANAMAN MODAL

6,020,424,881

5,875,840,158




18 01 PROGRAM PENUNJANG Penunjang 100%
URUSAN PEMERINTAHAN Kinerja 5,524,794,365 5,558,545,766
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat
Daerah
18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, Persentase 100%
dan Evaluasi Kinerja Capaian 49,581,000 49,581,000
Perangkat Daerah Kinerja
Perangkat
Daerah
18 | 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah 10 Dana DPMPTSPTK Baru
Perencanaan Perangkat Daerah atan tata Ketertiban Semua Dokumen Dokume 22,575,000 22,575,000 | Transper
kelola dan Kecamatan Perencanaan n Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua Perangkat ana
ahan dalam Kelurahan daerah Alokasi
yang Kehidupan Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 | 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Laporan 7 Dana DPMPTSPTK Baru
Laporan Capaian Kinerja dan atan tata Ketertiban Semua capaian kinerja laporan 27,006,000 27,006,000 | Transper
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kelola dan Kecamatan dan ikhtisar Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua realisasi kinerja ana
ahan dalam Kelurahan SKPD dan Alokasi
yang Kehidupan Laporan hasil Umum
inovatif Bermasyaraka koordinasi
t penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
18 | 01 2.02 Administrasi Keuangan Cakupan 100%
Perangkat Daerah Layanan 4,072,231,107 | 4,089,032,508
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah
18 | 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah orang 39 Dana DPMPTSPTK Baru
ASN atan tata Ketertiban Semua yang menerima orang/bu 4,072,231,107 | 4,089,032,508 | Transper
kelola dan Kecamatan gaji dan lan Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua tunjangan ASN ana
ahan dalam Kelurahan Alokasi
yang Kehidupan Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Cakupan 100%
Perangkat Daerah Layanan 50,000,000 50,000,000
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
18 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah orang 3 orang Dana DPMPTSPTK Baru
Peraturan Perundang-Undangan atan tata Ketertiban Semua yang mengikuti 50,000,000 50,000,000 | Transper
kelola dan Kecamatan Bimbingan Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua Teknis ana
ahan dalam Kelurahan Implementasi Alokasi
yang Kehidupan Peraturan Umum
inovatif Bermasyaraka Perundang-
t Undangan
18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Cakupan 100%
Daerah Layanan 781,985,794 796,985,794
Administrasi
Umum
Perangkat

Daerah




18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah paket 1 Paket Dana DPMPTSPTK Baru
Listrik/Penerangan Bangunan atan tata Ketertiban Semua komponen 30,998,845 30,998,845 Transper
Kantor kelola dan Kecamatan instalasi Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua listrik/peneranga ana
ahan dalam Kelurahan n bangunan Alokasi
yang Kehidupan kantor yang Umum
inovatif Bermasyaraka disediakan
t
18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Paket 4 Paket Dana DPMPTSPTK Baru
Perlengkapan Kantor atan tata Ketertiban Semua Peralatan dan 126,645,255 141,645,255 Transper
kelola dan Kecamatan Perlengkapan Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua Kantor yang ana
ahan dalam Kelurahan disediakan Alokasi
yang Kehidupan Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 | 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Paket 3 Paket Dana DPMPTSPTK Baru
Tangga atan tata Ketertiban Semua Peralatan 43,990,144 43,990,144 | Transper
kelola dan Kecamatan Rumah Tangga Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua yang disediakan ana
ahan dalam Kelurahan Alokasi
yang Kehidupan Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 | 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan | Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Paket 2 Paket Dana DPMPTSPTK Baru
Penggandaan atan tata Ketertiban Semua Barang Cetakan 40,000,000 40,000,000 | Transper
kelola dan Kecamatan dan Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua Penggandaan ana
ahan dalam Kelurahan yang disediakan Alokasi
yang Kehidupan Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 | 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah 4 Dana DPMPTSPTK Baru
Peraturan Perundang-undangan atan tata Ketertiban Semua Dokumen bahan Dokume 12,498,250 12,498,250 | Transper
kelola dan Kecamatan Bacaan dan n Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua Peraturan ana
ahan dalam Kelurahan Perundang- Alokasi
yang Kehidupan Undangan yang Umum
inovatif Bermasyaraka disediakan
t
18 | 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Laporan 8 Dana DPMPTSPTK Baru
Koordinasi dan Konsultasi SKPD atan tata Ketertiban Semua penyelenggaraa laporan 527,853,300 527,853,300 | Transper
kelola dan Kecamatan n rapat Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua koordinasi dan ana
ahan dalam Kelurahan konsultasi SKPD Alokasi
yang Kehidupan Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 | 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Cakupan 100%
Urusan Pemerintahan Daerah Layanan 306,822,240 308,822,240
Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Laporan 4 Dana DPMPTSPTK Baru
Sumber Daya Air dan Listrik atan tata Ketertiban Semua penyediaan jasa laporan 44,998,240 46,998,240 | Transper
kelola dan Kecamatan komunikasi, Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua sumber daya air ana
ahan dalam Kelurahan dan listrik yang Alokasi
yang Kehidupan disediakan Umum
inovatif Bermasyaraka

t




18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Laporan 2 Dana DPMPTSPTK Baru
Umum Kantor atan tata Ketertiban Semua penyediaan jasa laporan 261,824,000 261,824,000 | Transper
kelola dan Kecamatan pelayanan Umum/D
pemerint | Ketentraman , Semua umum kantor ana
ahan dalam Kelurahan yang disediakan Alokasi
yang Kehidupan Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Cakupan 100%
Daerah Penunjang Urusan Layanan 264,174,224 264,124,224
Pemerintahan Daerah Pemeliharaa
n Barang
Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
18 | 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah 13 unit Dana DPMPTSPTK Baru
Biaya Pemeliharaan dan Pajak atan tata Ketertiban Semua kendaraan 183,443,728 183,443,728 | Transper
Kendaraan Perorangan Dinas kelola dan Kecamatan perorangan Umum/D
atau Kendaraan Dinas Jabatan pemerint Ketentraman , Semua dinas atau ana
ahan dalam Kelurahan kendaraan dinas Alokasi
yang Kehidupan jabatan yang Umum
inovatif Bermasyaraka dipelihara dan
t dibayarkan
pajaknya
18 | 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah 5 unit Dana DPMPTSPTK Baru
Mesin Lainnya atan tata Ketertiban Semua peralatan dan 20,998,207 20,948,207 | Transper
kelola dan Kecamatan mesin lainnya Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua yang dipelihara ana
ahan dalam Kelurahan Alokasi
yang Kehidupan Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 | 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah gedung 2 unit Dana DPMPTSPTK Baru
Gedung Kantor dan Bangunan atan tata Ketertiban Semua kantor dan 48,598,289 48,598,289 | Transper
Lainnya kelola dan Kecamatan bangunan Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua lainnya yang ana
ahan dalam Kelurahan dipelihara/direha Alokasi
yang Kehidupan bilitasi Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 | 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah sarana 2 unit Dana DPMPTSPTK Baru
Sarana dan Prasarana Gedung atan tata Ketertiban Semua dan prasarana 11,134,000 11,134,000 | Transper
Kantor atau Bangunan Lainnya kelola dan Kecamatan gedung kantor Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua atau bangunan ana
ahan dalam Kelurahan lainnya yang Alokasi
yang Kehidupan dipelihara/direha Umum
inovatif Bermasyaraka bilitasi
t
18 | 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase 1%
IKLIM PENANAMAN MODAL Peningkatan 292,493,000 84,000,000
investasi
18 02 2.01 Penetapan Pemberian Perda 2 dokumen
Fasilitas/Insentif dibidang Mengenai 239,993,000 31,500,000
Penanaman Modal yang Penetapan
Menjadi Kewenangan Daerah Pemberian
Kabupaten/Kota Fasilitas/Inse
ntif di Bidang
Penanaman

Modal




18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah 1 - Dana DPMPTSPTK Baru
Mengenai Pemberian atan tata Ketertiban Semua Peraturan dokume 209,993,000 Transper
Fasilitas/Insentif dan kelola dan Kecamatan Daerah/Provinsi n Umum/D
Kemudahan Penanaman Modal pemerint Ketentraman , Semua dalam ana
ahan dalam Kelurahan pemberian Alokasi
yang Kehidupan Fasilitas/Insentif Umum
inovatif Bermasyaraka dan Kemudahan
t Penanaman
Modal
18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Kegiatan 3 Dana DPMPTSPTK Baru
Pemberian Fasilitas/Insentif dan atan tata Ketertiban Semua Usaha dari Kegiatan 30,000,000 31,500,000 | Transper
Kemudahan Penanaman Modal kelola dan Kecamatan Pelaku Usaha Usaha Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua yang ana
ahan dalam Kelurahan Memperoleh Alokasi
yang Kehidupan Insentif dan Umum
inovatif Bermasyaraka Kemudahan
t Berusaha di
Daerah
18 | 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Banyaknya 1 daerah
Investasi Kabupaten/Kota daerah potensi 52,500,000 52,500,000
berpotensi
18 | 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Peta 1 Dana DPMPTSPTK Baru
Peluang Usaha Kabupaten/Kota atan tata Ketertiban Semua Potensi Investasi dokume 52,500,000 52,500,000 | Transper
kelola dan Kecamatan dan Peluang n Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua Usaha ana
ahan dalam Kelurahan Kabupaten/Kota Alokasi
yang Kehidupan Umum
inovatif Bermasyaraka
t
18 | 04 PROGRAM PELAYANAN Persentase 100% Dana DPMPTSPTK Baru
PENANAMAN MODAL Penyelesaian 89,997,750 94,497,638 Transper
Perizinan Umum/D
dan Non ana
Perizinan Alokasi
yang sesuai Umum
dengan SOP
18 | 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Jumlah 1350
Perizinan secara Terpadu Satu Perizinan dokumen 89,997,750 94,497,638
Pintu dibidang Penanaman dan Non
Modal yang menjadi Perizinan
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
18 | 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Kegiatan 300 Dana DPMPTSPTK Baru
Komitmen Perizinan dan Non atan tata Ketertiban Semua Usaha dari Kegiatan 80,022,750 84,023,888 | Transper
Perizinan Penanaman Modal kelola dan Kecamatan Pelaku Usaha Usaha Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua yang Mendapat ana
ahan dalam Kelurahan Pemantauan Alokasi
yang Kehidupan Pemenuhan Umum
inovatif Bermasyaraka Komitmen
t Perizinan

Berusaha dan
Non Perizinan
Penanaman
Modal




18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah orang 10 orang Dana DPMPTSPTK Baru
dan Pengelolaan Pengaduan atan tata Ketertiban Semua yang 9,975,000 10,473,750 | Transper
Masyarakat terhadap Pelayanan kelola dan Kecamatan memperoleh Umum/D
Terpadu Perizinan dan Non pemerint Ketentraman , Semua layanan ana
Perizinan ahan dalam Kelurahan Konsultasi dan Alokasi
yang Kehidupan terkelolalnya Umum
inovatif Bermasyaraka pengaduan
t masyarakat
terhadap
pelayanan
terpadu
perizinan dan
non perizinan
18 05 PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah 20 Badan
PELAKSANAAN PENANAMAN Badan Usaha Usaha 113,139,766 138,796,754
MODAL yang
dikendalikan
18 | 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Jumlah 20 Badan
Penanaman Modal yang Badan Usaha Usaha 113,139,766 138,796,754
menjadi Kewenangan Daerah yang
Kabupaten/Kota dikendalikan
18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah kegiatan 12 Dana DPMPTSPTK Baru
Pemantauan Pelaksanaan atan tata Ketertiban Semua usaha dari Kegiatan 21,945,000 28,042,250 | Transper
Penanaman Modal kelola dan Kecamatan pelaku usaha Usaha Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua yang melakukan ana
ahan dalam Kelurahan koordinasi dan Alokasi
yang Kehidupan sinkronisasi Umum
inovatif Bermasyaraka pemantauan
t pelaksanaan
penanaman
modal
18 | 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah Pelaku 14 Dana DPMPTSPTK Baru
Pembinaan Pelaksanaan atan tata Ketertiban Semua Usaha yang Pelaku 57,699,766 65,584,754 | Transper
Penanaman Modal kelola dan Kecamatan mendapatkan Usaha Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua Pembinaan ana
ahan dalam Kelurahan Pelaksanaan Alokasi
yang Kehidupan Penanaman Umum
inovatif Bermasyaraka Modal
t
18 | 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningk Meningkatnya Kab. Toba, Jumlah kegiatan 14 Dana DPMPTSPTK Baru
Pengawasan Pelaksanaan atan tata Ketertiban Semua usaha dari Kegiatan 33,495,000 45,169,750 | Transper
Penanaman Modal kelola dan Kecamatan pelaku usaha Usaha Umum/D
pemerint Ketentraman , Semua yang melakukan ana
ahan dalam Kelurahan koordinasi dan Alokasi
yang Kehidupan sinkronisasi Umum
inovatif Bermasyaraka Pengawasan
t
TOTAL

7,203,096,181

7,068,011,458




REEE, 10 P Sabwer informas Femeertsten Ossree - Cetss foergs
PFrog dan q F g
Kabupaten Toba
Takwun 2023
Uni Orgemisas 0 2 1E_2 010000 OO0 Dinas Penaneman Modsl Pelspsess Tarpedu Sass Mees dan Ketensg sharjsan
Sub Unit Orgenisss - 218 2 07 3.00.07 0000 D8 ra M dus Sabu Firvio does K las sgeds e
Inckcaior Kiners Aercana Taben 2023 Frakiraan Slegu Sercans Tehun 2024
Urusany Bidsng Uromand b Target Capsisn Linars Tarpet Capaian Kinars
Eoda Program Kegistan/ Sub o Fagrs Iredibsitb Sumbar Il
s [p— e s 2aml Kagaten Cutput Eeluams Vol Py Pagu Indks i
Haegiatan Froegram Sy K d=ma Tolok Lo Targai [
Kegmian i
2 |o7 |os |amx L da Pcgok Kerja den di Dmermh ots 148,451,000 1A 45 1,000
. L
Perserims Peracetisan Perarisse Perunahsan
Hubengan Induntris] i " . Dt
PR TR PTG merersheo Zats Tarved we rrem precs i i tan tah foba el YA TS e b
- bois ke e pars ek fukunpen ndustrisl, Sermua o e vy bk
Sarant I sk Fercars e - Lirrrarn.-
2 for | oo o = gl AR PrIPEE, LES Scartiy, o = P | ool ke, dacr Ketarratan, | 3 Buns 1bwrars |00 axyonpm| ST AFAEE, LGS Biparta, 30 Persan £ 4T 0
anz Hers kel bemd mrzak warg Tersisaiar - Crarm .
s Ko it s o 4 sur Skals Ligsh, den Fenutupsn cemsshain T Alknd Strukiur Sesls Lpak, dan
P P eriatins Eesris BAL Dasrsh Eatugpsten kzha Peturaan i B
inatup Buerats SR . [
Eabspalsn/Eols ¥
Farysenggarsan Vard Farserime P aan Panarizss Pennshasn
dan skapiuies Porm merersphas cate Terysbmamrys penafiten | Gsb fcha Wang menerachan bets
Eaang goian jads imicie ke pan bawek Murrdih Avcean Fengushs. | bubunge ndustrisl, s N e winile hwrja e lepk
o | | |0 [Srgeniend P, P PR, LES Bcartit cen Sarket Pk pang mogolc ke e Cerwmtar, | 30 P s B 0o REE- R PFPEE, LS Bparts, 15 Fureen RFE T
Fectwrmi dan Konfsderai | Strwkiur Skals Upeh dan Commrrihass panstupss pernshean di | Serue X Sekhur Sale Upak, dan
Srrient Pekarabackat terdaftnr peserts BOUS Dasrsh Kabspaten ha il urainan ritiar pessris B
Barah seris Non Afiesi bt g | ot eraakerearn
Frrserim e Perash aan e Panarizss Penunshsen
.- e A :-mu .-r::n-:;ur u: L:Ill..rr.uun:ullu-m bl -.n.rq::rn.np-:-.nunul
wicia ke a parg ey Lrrgan medoibne o =ria yang
L 4 - armdwh LIS Tripariit ’ [ -
¥ jor less (o o |beriegm e Semm PIFLE LIS Sartit e TRAE | mogok ks dan W Peas | 1lenbags | 100% fo,s80000( = (PFPEE, 148 Biparta, 30 Pwreen 1,500
Sirulnur Shala Ussh, dan pensiumn cemsshean by | Semue o Serukchie Seale Upak, das
teriuitar cosertn BRIY Dasrsh Kabupaten Txha islurahun iy _\m’"" Serciafur peweria. BRUS
L ] f e wracgaberaart
2 |a LUHUSAK TAHAMN [ WADTAL 0, &2 8 EET 5575 40,158
2 |s PROGRAM FERURMSN G UNUSAN P TAHAN AAH T & 50a T8 BES 5555 544 768
z |1a |, am dan k Kimams Ferengkas Cearab A9 221, 000 45 52 0,000
¥ab foha |I.'uml
Parmuren Bobasmen Jdurmlah Dobormern fervuurrye dobumen Serrain Sa— ke
& e for o (2o |0 |Pesscesesn Perangbet ARSI i T perencaraan dem laporsn | dscemetan | 100 Rreen | 10 Doksmes] 100 pemen Lhewen: L D TR | St Peen £2 5T 000
Enusan pemerniat Sssrah v uTETen pEmerinast esrwh
Clssrah Cac alan TIET)A Serrain
Wmlurahe o
: Lirmem
Birndwh Lapearan Capaian
£
e i narja dan lchiise Dt
Bpsinas Krans S0 dan Trammiur
P L Lo pan ke rurgang | Laporsr resil Koordined P iyl i Limsrm,- Cahu par kKinerm pemun
g e |m 2 |6 | Casaien Gresge dan PR e T | L : FareTraraas der L ps s 106 Fersen | Pisporan | 160 peman T B e - - Ll B 0 [
=nisan pevarmish dasrsh | Paryununen Leporas . [EEY UL pEmEnTAe Seerst
Prmimas Kineng s mimr haveria
Capaaan Kiners dan Bloka
ikt Besl s Kinera Urmem
L]
2 18 jm |ae2 & P Canra~ 4,07 2,231, 107 4,058,032 508
Erarm
Perascas Laj o sk Errena e sty Fariz lvn 2 e e
& e |m o |aoe |om i, ) ks e PErEet | e Gaji dan T e i S 100 Persen | 59 Cr e ot = LATEIT 00 B o PerLRETE | o Perven & LD SarE
T ergursgan Aoy T ] Eargargan ALY [EPES rian pEeserian Sesest
Turgangen A5
Alckam
Lmarm
FREREEEE & E kxi Duaruh 50,000,000 0,00 003
[ il o= TEREE A T i el S e o Lo T T W D i i e S e 0 o D S S T B L it 1 ey T S0 0 1 AP TS g W S 8 S D el Hi ey CAS M 1 o a0y | oA T e G P e 7 1 S e o bl BSOS PLIFD




AL, 10 Pa

it e irformmes Fereeriesen Desretr - Cetal ffame

Program dan Kegiatan Perangiat Deorab

Kabupaten Toba
Tahun 2023
Unii Orgesisew : 208 20700061 BHH e Fenanaman Model, Pelapemes Torpedu St Fints dan Keisnagekeriaen
Sub Uit Or ganisssd - 218207 00001 0000 Dines Pensnaman Modsl, Prispanen Torpado Satu Piriu dee Keiensgeieresn
indilcatar Kinerjs Fencana faten 20021 Prabirasn Maju Bercees Tebun 2004
:n—u’:l:—q'ﬂr_u' E Target Capsisn Eners ki Terget Capaisn Kinarjs T
Rl . il Sy Enlusran g bty Scommtomer
Capmimm Progesm Kaluare Sub Esgutan Haml Ksgistan Dutput Faml Pening Pagu Indskartif
Kaglanas Kmglutan Frogram sab " Lo Eriieh Fodok Lo Target )
Engisize
z jo7 |m8  |aez [ han dem i P E i L Mogok Kavja dan Perstopan Pernsfess di Desrah Ksbupates)/Kots. A4S 1, 000 A A5 LG
[T
Preysbnanior Pt (e Pt _— Parsarizs Perunshasn
ey ::‘_ o . parg mErarapkan Versimuarrys pershstan | ish Schs L [ A ————
g fajm, chun s rarfur
bmicia kes parg Leysk hubungan axdustrial Sarrun lomirsl baria yang brpak
. b P 3
I A02 |or "‘"H‘ ‘:::I"""'" v PR LS Scartil ."”'I 3 e mizgok hena den s arratan 11 Punar i Perkars o= A5 a0 S :::"m [ 8 LS Brparis, 42 Purven A U e
_':'= I“::'-"' : :.I "1 T sercksur Shala Upsh, dan [ty et senhupan parsetan 4 | Sarus H:_'_I St Sexls Upah, dem
L prantigten terzd perin BRS Clusrsh Kalnipstsn kb tslzraizar Serdsttar pessris BUS
{mmtu Damrats Limom
- ] bt g heria
B Wardikam | Pe i Ferinataan e Pansrisss Fersh
durn Mk ot pany mansraphan tata Terslpusins perssisitan | Gsb fcbs - Zar WG T ErsEan et
Eranggoisat pecde badols kerie pare layek Jumish fncwss: Fenpumte | Sugen adusinal Serus S P e, Eslnis bena vang pek
2o ji& laak |08 |Orgeniend Penguse, FIVFKE, LIS Spantt dan Sk Pakars pang rogok b, dan Kmcaratan, | S Pwn |, 106 % 1k, 000,00 u-:r;. (PR, LS Brparts, 3% Perven T ) (R
Federmai dan Konfederml | Stroicur Seals Ugsh, den Ciwmrriibas enctupen perusshsen di | Sermus Ak St ke Seals Lipsty, dan
Saricst Peiens et terlaftar peeris B ssrah Kabupaten ohs sl zraian i serdater pessris 8PS
Berub serie hinn bl Erieasanarmar = e mmaga b rjaa
Fermenitese Peri s san o Penarizss Ferushsar
- ol P .--:er.-mplm-.:: |H|1l|l|..r!\,l\.:apn;vlura1 :u oha AP :.; n:nm-::-:
s =rjw parg bn huEungen ndustriad T nls kerja yang by
Lamibag  Kioje & Burvdubs LES Trigartit v Umarmn.
2 lar | |eme |me [P e Same FIME, LKS Scarkit reme WAl | ok ke e [ —— 1] Parsrs W I FeEE, Led Hparts, 5% Pursn 1, EEA (X0
st e Siruicaur Sala U d e t | T — Sy ktur Seale Upah,
Kibisaerdin, = ala Upsh, dan sTislupen perusshaan o s Wikt r Upah, da
twrd sesarta BALS sursh Eabupates fcha Fal crudnan erian riatier pessris BP5
bt e Sl h it s b ra
z a URUZSAN PESERM TAHAN BIDANG PLMAN ALY MODAL B A2 4 BET ST S40.55
2z & |m PHOGHAM PERUKIANG URUSAN FEMENIN TAHAN BAEL =) 8 504, T34 568 5 555 544 768
2 |ia jor |am Ferencanasn, Penganggaran, dan Esrbeas Kmerjs Prrangioas Desrah 45,551, 000 49 551 000
Hmby_ B, Il-lml'
e ran Dzbumen I femsuunrys debursn Sarmus L"n. i ki .
2 e |in e | |Perenceaen Peranghat Tl T P P oerercanas den lapcren | Uecsrmacan 1060 Puren | 0 D] 100 paren 23,575 o) A i i PRy | 160 Penen 22575 pan
B pEmrish desmh Crarm urELEn pEmEno Seewh
Slumrsh capwian bniecjs Swrrain
Aok
Enlarsinan
Uiz
burrduh Laporen Capaia
e il sy Krmra den lettiuer Crarm
it Pmabnast e SO dany (L Trarmfur
7 | |m . |Camaian Sirers den Fulon poc M i | iproprion el oy cfimin. e 7 laporn | 108 pares #7,808,00n| B Cabupan ke pemnisig | s o0 Fucun
wrusan tak damrrah | P Lapevan Crarm ureian pEreenris cearat
cinar sl nas Kinens o L ]
ey Capaian: Kimerje dar Aok
lkbranar Apsimas dinernas Limem
S5FD
2 [1a |on |za Crasrah 4002231, vl A OES G2 508
¥abi. fobm
— ) Srminh Srarg yang Serrain -
3 LT L T R b et e S 1 | Mt gl o R trrmmaar, | 100 Feren | 39 Oreegiboss 5 e Dt oty |50 Py
il ats Rt Turgarsgan S5 Lt Sarus TRl P
sutzraian
z A |on e s wsi Kapag ghst Dearnh 50,000, 000 50 300,00
trigTe - Pegrs P AR ren T Hil Wl S Sl G T T 2 O S iSO S o TS B i T B 05 b, 15, Bigm T ) 1 G e WO Sl Il eSSBS Ty W At L0 ey T T e e Pt ey 1 Erion®E A e ol ol o bl (06 F 2




Shatw et b Pemedrtssn e - Setss foanis

Program dan Kegistari F —
Kabupaten Toba
Takun 2023
Uit Grgenisas : 2182 00080.,07.0000 Dinas Penanaman Modsl, Pelaysnes Terpedu Sats Pts dan Ketenagskerisan
Sub Unit Organims - 212200 000070000 (ina Pananaman Modal, Pelspanan Terpady Satu Pty den Kolnsgebarsen
Indikator Kinars. Warecana tahen 2021 Prakirasn Muju Farcams Tasun 2024
Urusan Bidseg Urssan/ L Targed Capaisn Kners i Targut Capaian Kiners S
LEEH] Program/ Keglatans Sub kil Wl Page Indikatil Lurizer Dot
B Capmmn Proge saby Haui Ksgiatan Surput i r Parting Fegu inshkeatt
et Kagintan | Program Sub & L it Tolok Ul Taegart [
Kogiatan | FoEinE
Sarmiah Grang vang fah. Tahs 'I""""r
ramier
Semtarear fakra Mengiouti Himsnge Pernnghatrg s lavenas Surmua
Laeuipuars hinar, e Cabcpan ki
CON LTI [ VO C TR (R S S— P I PRMUTIETS | ek |mplemntsi atrmirisiray bepegemsan | Gersmatan, | 1008 Fenen | §Srang 1085 bl el il (51 N— (N0
ruLeT gemernish Searh E Dara irtEn et St
iterzorans - Undengan Paraticar Ferurdang- Paranghat Deerst Samus el
Undargan tndcratan
Lemarr
2z |12 |m |eos Rdmiratres Umum Paregkst Deerss TH1, 55,754 o6 a8, T
b Taha Do
Py Exmgnan bamlah Pkt Kamgsnen Tram fur
b . o et Maringhatrres Lyanan furmus i A
P |ot |ees fe [T e ""‘":"‘" X2l o (PRTRTGT | wtmiritrwi wmum earmatar, | 100 Peran |1 Puket 1065 p i s | T L SRR PR (- 200 Meman FLET
ke gan it peararnist deanbh | Sanguran Kanine g i v e Durm N perenrid desrst
Sarqurian Kastus Oinesiaken ; Aloksai
bedirinan
Limam
iah Tobs i
barriah Fabss Parslata dan | Maninghstrgs layanan - Bchis
[ ™ w | e = ALY il .
e | |fns | |Peryecham Parsldan de s Mophin il R | irpikininchns s i g | byl custben Ueamatary | 108 Pursan | 4 Pabot 1004 ra8, gy s | e R FRREENE | 250 Parsam 1kt B 354
{tarian ghoapan Karrar Erutn paretnish Seamh | Buirm arsiEn e et
Unncaken Earangi: desrsh Samus
Alckusi
Inizrshan
Lirrem
fabh Taba Lew
Fromufer
" et katmish Pkt Paralatan Mrarghatys Lvanas — i e
3 he (o |aos o | Temslatan [T P artrraravras urum Cocmratan, | 108 Feren | § Fube 1085 45,90 ul] ST TR PG | 5501 Peen & 18
Munah Tanggs r Durra LN pEresris et
Ouusfaken carangiat dasran Samus
Aok
elcratan
Limiam
b faba D
Farrlah Fabet Harsreg Mlsrunghatrg s lasmnas Sarmus i
Perwecdisen Bar Laospars ke roar e Limram- Cabupn ki
@ e |mo |eos [ 277 g Frm R PRI | Cataian dan Pangpandans | adminnsni usnm Necamatar, | 100 Persan | 2 Puknt 08n dnjsody| ST S P 10
Catwcar tan Parguandaen | crusen pemannteh Ssanh Darm aTuiaen pemenrist desrat
ey Tz dasra Samus oah
Vedzrahan
Lmam
tab Tabm 'I"“""h.
B MerEnghstrry s Laysna Sarmus L"'" et
r e | e | CNRIRE, Ny e | BRG] TR D arrervras urm Tacamatan, | 100 Feren | 4 Bourees | 108% [T R Rk U TR PERLTTE | 550 ey 120 5
Sruvat gEmernist Sesmb | Paroses-d ndengen Dara ATan penen i dearat
Feramion da st —
yang Diseactinban Alckes
Emdurabian
Lirram
tamus Dara
lammluh Luge Kah Vb, Tram |
Erasiengganan L u: P, i [ e p—— = L""' =T o u
2 [E | |ans | |Koondises dan Konodias) | ST T PRRTATG L atrriroan arem e 100 Persn | Elspomn | 108% EXRTCTET Bl M TG PR | 550 Parn ST HEE. 300
wruten permrniteh dearh | Socrdine den Kamulte S arraaar, Darm
P coragea davrss
P Samun Alokss
Vedzrahan Lerram
2 |12 | |roe Juna Linusan i Duenras B06E22 240 08 22 280
e e
Purywduan liss Murnngkatye b Sarmua 5 il
2 e |m |oms |0 |Komuanies Sumier Cays P [ T p— Uswmatary, | 100 Persen |4 lsporn | 1085 ok 8 k| T A T P LR
ruLeT gemernteh Searh ; : Dara UL perenrA et
Rr chan Linsrih Bir clan Listrik yang Par e Qearsh — i)
Oineiakan Vedzrahan "
Lemem

g Pt wiacl fmrrmn cagr o b chsst e min TROSUIECE e T Fioe (e o L TP T MDD S S e 0% o T e e T A i i T4 RS 1 U g o M S Sl DL F e ey e e i 1 E AW e TVT s e e e 1 B8t e il BROSFLAD.. 3



SEE 110 M

ehb
UnH Drgsmine | 2070042070000 Dinas Penanaman Sodal, Pebrysnen Tersedy Sass Pots dan Kstensgakecan
Susbs it Organid : £ 182,00 000010000 nm Penarames Modsl, Falayanen Torpesu Satu Finin dan K esgekersan
inddcator Kinens Marcans Taban 2021 Prebrasn ey Eancees Tetun 2024
Urusans Didmeg Unman . Target Capaian Liners Tarpat Capsian Kinars T
Eods Program! Kegintan ub i el Pagrs Indilrif S Dy
Kol Capman Program Knlusrms Sub fagiaian Hasl Ksgiaizn Dutput ’:"" sl ; Pagu Indlcatil
Kagistan Frogram Kegisian slok Uinr Targat [N}
Kegiatan
Kb Foba
humish Lagaran L P
La i b hanrars, Lanlees pams e my Pargredinan Lo Pa o Cak i
3 |e | |aps jog [T et N P o Prruriang Lnoan Cacomatan, | 106 Fnan | 2ismnn | 100= 281 04,500 i s Pl | 400 Piman SETEM DG
Limam Kantor srutan permanieh deersh | Lemem Kantor vang LTian pEmennas Serah
iy e Serrun
= usicrahan
2 |1 or feem Femulbsrnsn Darang Mk Dusrah Permnjang Urues Pemarinishan Dusssh 264,174,224 2B A2
Pernecisa ass
< Bk Ewrdarman ish fcha
;m::u -m:..m; = 5 i Dl i Illr-nurmu : i 2z
FRELUS U YR I i i e Hs AT | tancdenn Cinas jabeten [ 70 TS SRR g pematen; Lkt 100w TE A A e e ¥ | W00 Parar: ELEFEER T
b - st daanah (o e i ar dan jHth Paramjang Unsan | g, siEaEn PR e
s alaas e rwan — ot e irahan Lisarat AL
ey fsbstan
_— Kk Boba
wriahnaramyas
Jurnlah Persiutan dan Serrus
it e . beria s - Wil Y Cahuparn Knars par
e |m | e T erman P R PETEETATS | danin Luinrwa yang remharman Seong MO | Gecaratan, | 100 Fersen | % Ut 108 0,95 0 - PRELTERD | 250 Pamen LA
chan Mmis Lairym srusan Eemermtak deamh Elaarsh Parumjag U san \rEnan pemerina et
Omuibars Serrua
Pt Dasmsd
Eslerabar,
Kab. Faba
PursiihatianBehabiltesl | T— o
3 e |n | | |y Kannr dan S [ e e Hanguna Cacanatar, | 108 Farmn | 2 Usd 108E P K P | 550 P g b
Lrukan Cermarntat Zears : Clesrsh Barumjeg Linisan ireaan pareers et
Ssngunan Lairye Opmbitare/Timhatiran Sarrus
Provariristan Dasmab
Usicratan
ik ki burnlak Sarama e — b Toha 'I"“""'r
Sraa o Frasecina | Eipuin A persergary | Frosens Costung Karsor | ZO SNy | Semuis s Cabupan e parumjen
& e | 2im o Cv's N F P ¥ wtac Bangrrren Larmrps 5 - Ui arraar, 100 Persan | 3 Ui 100% 11,135,800 'y P e il ] . 1,138,000
iwtturg Lartcr stau erina purrmririah daetsh | Dssrsh Paramviang Urisan | =7 uTiasn pamsrnish Seerat
Sargunan Labrrs Erpbbara Mischaidins | PEmmisian Py o 1
2 |1a |2 PUOGRAM ME ] AM HLI MODAL 292 #4% 000 B4 003000
2 |ie |2 |am Fenssapan Pombarian feslis msantt Cibedang Parenamen Modsl pang Sesjadi Dwarss Kk 219 55 000 i Spa00a
P ratasan ks e Barm
hurnlak, Furaunm
Cimarsh Mercunsi Tramier
- rars rirghatar. Lma Famart o
i e | |eos jm [T ST k- Lacoran S mehomsnca 1 Parmn 1 findurrse | & dokreren somswaang| S I g o
Feairastmentl de Tt Dara v tams
e Mearamar Loy Alokan
e Barmnarsan Misdal
mdzctal Lmam
Evvtiini Pelabnaraan ik Cagiatan L tan Vabs Taba IlJ.::..,
i e * Parlaits L yarg Sarrae ¥ i iy
e | [ER R p— e PR AR Msmparmbe et S | Lasoran dan mhomendesi | Grematan, | 1 P U | dokermin ETIT i ] N p—— p— T 500 (N0
[— Ui = rev s
werrmiisar, Femaraman Warruzishan Bernabs di — R
el Ouirsh Helurahan o,
Umam
2 |ia o fase Femt Fan Poseral Kak flcts 42 500,000 52 500000
hepe Potmoe wops D2 oy P W e b o U T L D s St S e U758, 0 T o S el Yo e AL it L2 Sy TRl ) 1 T B g L o et i) D el s i e B i M 1 o 000 b [ rprmag M i h o b EO LT A



St

Irforrmam Parradnistun Osoret - Catei foargs

Program dan Kegiatan Peanghkat Deoah

Kabupaten Toba
Tabwn 2023
Unii drgemisas : 2,95 2 17,0.00.01 B0 Dines Fensnaman bodsl, Pelsysres Tepsdu Sats Moss den Keismsgsiosjan
Subs Ui Orgarvinmsi - 218 207 2000.01,0000 Dirms Peranames Modsl, Paisypnen Tepsdu Seiu Fivio des Kabmasgeesrsan
Inckkatar Kirers Percana Tabun 2021 Prabrasn Maju Rarcses Tahun 2024
Uraaani' e K|
Urusan Hideng Targai Capuisn LL] Targat Capaisn Kineria
Koda Program! Keglatan Sub ) Kl umran Pags indikatil | Sumber » g
K Capman Progrem Kaluane Sob Lagiwtan Haul Kagistsn Cutput raaml Pagu Indbkaiif
e Keglatan | Frogram Ssh Mg M. Tk Uinur Targat [
heouisn
At Bzt Lo
Perwechina Petn Foimesi | i Jyrmiah Puta Faterni Perariziten Thats) E iy vty ‘I_'"""' b bl
2 el Jeoe | [den Peuey Uishe e T [ — dukarran Pola otera dasy | Mecomatan, |1 e (1 Bokareass | L - I:'"' ! ""I' o aimk el H—
e —— 2y [ —— Lerrun gk ot by
ke
falurauam
Limam
2 |1m fod [PHOGRAM PELAYANAM PENANSMAN SODAL AT T80 AT 45
2 [ |od | | Pelmysnan Perzinan dan Son Feririnen Secars farzedu Saws s Shidang Penmames Model yeng Mamjsdi Bswenangen Desrss Eabusstens Koo LLE LRLT] AT a5
hirnlah fagiaian Ussbm den
Femartazen Pamsmben | et Berysiein ;‘:‘"‘U::::ﬂ':. h muninghatpa playaren :m:"“ penamme Purysmaian
Kot Feriiiman dan | Feriines dan Mo i ) perivina berassbe vt £ Parainan dam Men
i | e L Paiverhan fominm Eacamaian, | 100 parven 1350 dekumpn EnGRLTS i 58] pmisan B TS
2 Pariren Fersrwman | Farinine yary s porizine den non Pariinen yang s
Sangan 108 i saricne sesabs B dungen S0
Moo Paritiras Peranaman | valuraian
Mzl
:n-l- 1:::1-;-;. Busim
[ ———— ‘___:::’:"I'Iu""',:::hr“ Mmsrghatys plepera | =" Irarmiar Zenarrm e Perryubmatar
P B Pertnran dan Moo a il T | pEririnan tensate vt o 158 e {8 AT i (S Parinan tan He - A
; oy | SN | o, e rcomaen hgen| Wfmeg: | Mckbunre M) Fesin g | P BT
Smgar 1P Eennnan beraabe alckusi durgan S0P
Terpacu Persivan den Mo [EEE
Lemen
arirran
2 |1a |os (PROCAAM PERGENDULLLR FELEKSASARR PERANAMAS MODAL FEERETET™ TIPS 54
2 e |08 2o s Pulak s Modal yang Menjsdi Daecsh TU5, 159 T8 156, 794754
Prusria memahae isriang
Perisiran Sannah
Jurmkah Ssgiatan Lvabe den I"""" TR b Darm
[sorinu dan Pl Ussha yang il A i frarmier
. i [ Pt | furiah e Uss g Mlaschan Ksmrinmnidan | 7 T hn . ||| B Baden | 1 Kl 1 Bdeng T burrdshs B Unah vy 25 Buchary -
a #etabciarman Fenareman | Skendsbion Siniromaas Perenisces u“m=ll:u ..::I:::im-m ”"":T.:‘" Liuaha Unsien Uish Sy diowdsikas [T WO
(d=dud Pubhaanaan Fenarames . o Alokaal
il Lazoren Tagiais craar Flig
Prranaran Mol (LY
B HACTH
Brsria mEmsnar g
S,
Ilnn an Bamnsti — Divn
Koonbnan dan Jurnlat Pelahz Usaie yang w:ﬂ::;":.u S0 Tramer
il g[S Fembinaen | erish e e Mendspuiban bembinean | 50 T il Bacdan 0 Bidang R Do hurndsh Bacian Liswha vy 203 Bwcany i
b " |Pelsicanann Ferararmen | dkardabban Fralasanmar: Fenaramas ”:?I' e ] il FT T ) Lhaha | Barm dicardalibas b .
ra=ctal [YESH] I lokasi
laporan fagintan ishcraan i
Beranarian Mocsl (LMY -
PradFMON
Panaris msmabae g
Parisivan Serushs .
Jurrlah Cegiaten Unate dan "'"I:::' “-:.:h-u ::"f“' Traemfer
i s ’ hurriah Becar Ussu i Lisha yamg PR i 3 34 Kagiutars | 5 Bibang burrdshs Badan Usaha yg 6 Bwdan &l
. pisdceanass: Fenaramar | Skerabban Tolilat s o il iy (|| TS ot acern | sk sha [, ddomrelsitas [T " v
ciwn Tals Carn Peryuniran | Sarrus
CEEH] [ —
Laporen Lagiatan sl crarar,

Paranarian Modal (LIPS
w DN

Limem

g Pzt wa bnmen sagr| pe |/ dumshisn TS e ol ]

D i 5 8 o T S S N b8 g TR £ T it

54 bt S ] L F e s Ok D jin M 1 = G E Al ARG | i D s Mwcd spregg | g e by X il oS08 Ui im



SN, 110 PR

Snimr informes Fererrieten Deee® - Setelk Kange

Program dan Keglatan Peranglat Daerah

Kabupaten Toba
Tabwun 2023
Uni Orgonisem : 2562 07000070000 Dina fenanamen Ssodsi, Peisysnen ferpedu Sats Fints den irisneg sharjsen
Sub Unit Orgenimai @ 278 207 QU000 0000 Diran Pansraess Bodsl Palepsnan Terpedo Sam Piriy des Krinnsgsenmen
Incblcabar Kirars Fancana Swiven 2021 #robirann Maju Fencene Tebun 2024
Grumsn Bidemg Unmens Tewrget Copaian Linenm Targat Capaisn Kinsrns
ok Cotaian b Dwnas
o Froprem)’ Kegietan® Sub : Paza Irdikatif
P Camman Program Kohumre Yub Lagiaian Haml Ksgiatan Sutput Keluars il Faming Pagu Inshkatit
gl Kaglutan Fregram sk i Mp Todak W Twast (e
Legiatae
TOTAL T 204 094, 181 F.OEEOTL A%




BAB Vv

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal,
pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun
2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan
daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif

perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba
Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum

dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-

penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2023, maka akan

dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Balige, 2022.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA,

Drs. REGUEL HASADAAN
PEMBINA TK.I
NIP. 19700626 199009 1 001

27



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun
2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan
daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba
Tahun 2023.
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NIP. 19700626 199009 1 001
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